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Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan yang semakin
tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, posisi dan kewenanTan dari
para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin besar, terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu semakin tumbuh berkembang,
semakin inovatif, seiring dengan meningkatnya kew=nangan desz dalam
mewujudkan desa yang mandiri dan otonom.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bekal penting bagi para
penyelenggara pemerintahan desa adalah terpenuhinya kebutuhan peraturan
tentang Administrasi dan Aset Desa yang akan dijadil<an pedoman dalam
pelaksanaan tugasnya. Untuk alasan itulah bul« ini dibadirlan.
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Kata Pengantar .4

tentang Desa yang
Peraturan Pemerintah,

Undang-undang nomor
kemudian dijabarkan lebih
Peraturan Presiden se enteri. Peraturan tersebut
menjadi angin seg

perjuangan untuk m

akat desa dalam mendorong
kesejahteraannya.

baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan
emakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran,
i dan kewenangan dari para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin
besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu
semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan
meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang
mandiri dan otonom.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bekal penting
bagi para penyelenggara pemerintahan desa adalah terpenuhinya
kebutuhan peraturan tentang Administrasi dan Aset Desa yang
akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk
alasan itulah buku ini dihadirkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi am

ibadah bagi kita semua. Amin.

i
Dr. Dadang Suwanda, SE., y Ak. CA
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Negeri Republik
Tahun 2014 Tentang
raturan Di Desa 1

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

A. ADMINISTRASI D,

1. Peraturan te
i o
g e

Indonesie
turan Menteri Dalam Negeri

3(Pedoman Teknis Peraturan Di Desa 16
atitan Menteri Dalam Negeri Republik
onesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang
poran Kepala Desa 25
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Penataan Desa 39
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Penataan Desa 84



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Desa 95

7. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

B. ASET DESA
m Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Pengelolaan Aset Desa

31
TENTANG PENYUSUN O 161

&
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SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLI

PERATURAN MENTERI D
REPUBLIK INDONES

NOMOR 111 T. 201

TEN G

PEDOMAN TEKN

DI DESA

YANG MAHA ESA
RI REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN
MENTERI D

Menimbang : a untuk melaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
omor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa;
gingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4916);




2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent
Desa (Lembaran Negara Republik Ind
Tahun 2016 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI D
TENTANG PEDOMAN T S P
DI DESA.

Koalinkasl Peraturan Dess

Dalam Perat

intahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
sa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
ng diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

2 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa



4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan
Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kep
Desa.

6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undan

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan di i
bersama BPD.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah P
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepal rsifat
mengatur.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Pera y ditetapkan
oleh Kepala Desa dan bersifat émenga
9. Keputusan Kepala Desa a netapan yang bersifat
konkret, individual, dan
10. Evaluasi adalah pengka’ ian terhadap rancangan
getahui bertentangan dengan
kepentingan um: raturan Perundang-undangan
11. nempatan Peraturan di desa dalam
Berita Desa.

engetahui bertentangan dengan kepentingan

masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik,
terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama
dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

2580 URINLRID [SeYLPOS)
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14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa.

BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN
DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi: O Z

a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
c. Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di desa sebagai i dalam pasal 2 dilarang
um, dan/atau ketentuan

Koalinkasl Peraturan Dess

ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
materi pelaksanaan kewenangan desa dan
bih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan
ran bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
eraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa,
peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa



BAB III
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan De
ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencan
Pemerintah Desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat ¢
desa lainnya di desa dapat memberikan
Pemerintah Desa dan atau BPD untuk
rancangan Peraturan Desa.

uran Desa yang telah disusun, wajib
kepada masyarakat desa dan dapat

ud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat
kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan
ubstansi materi pengaturan.
Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk
tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala
Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa 5

2580 URINLRID [SeYLPOS)



(noJ
W)
@)
=
(= (1)
@
= (2)
)
(o)
[
@)
[0y
0w
(no) 3)
=2
S
S
©
A
(1)
(2)

(1)

6

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan

Desa.
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa
rencana pembangunan jangka menengah Desa,
Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemesi

Peraturan Desa tentang laporan pertan,
pelaksanaan APB Desa.
Rancangan Peraturan Desa sebagai i sud pada ayat
(1) dapat diusulkan oleh anggota ada pimpinan
BPD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa
usulan BPD.

erdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa
Desa dan usulan BPD mengenai hal yang
tuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama,
a didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD

Pasal 9

sal
dangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat
ditarik kembali oleh pengusul.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa



(1)

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat
ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara
Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan D
kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi per:
Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sej
kesepakatan.

Rancangan peraturan Desa sebagaimana dima
(1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa deng
tanda tangan paling lambat 15 (lima
sejak diterimanya rancangan peratur:

Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian m
1

P
1
ra sa yang telah dibubuhi tanda
tangan seb 0 imaksud pada ayat (1) disampaikan

Rancangan Pe
a untuk diundangkan.

Desa tidak menandatangani Rancangan

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 12

Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam
lembaran desa.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa 7
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(2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa d
sejak penetapan rencana penyusunan rancangs
Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa
Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengund
Desa.

(2) Penyebarluasan sebagaimana di
dilakukan untuk memberikan inform
masukan masyarakat dan para p

i dan/atau memperoleh

kepentingan.

Koalinkasl Peraturan Dess

EVALUASI D. SI PERATURAN

aragraf 1
Evaluasi

Pasal 14

Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata
, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas
disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh
epala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi
dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

8 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa




(1)

Pasal 15

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/
Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung

sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/
Walikota.
Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evalu

(2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
memperbaikinya.
Pasal 16
(1) Kepala Desa memperbaiki rancanga desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal S ay; paling
lama 20 (dua puluh) hari sejak diteri ya hasil evaluasi.
(2) Kepala Desa dapat mengund BPD memperbaiki
rancangan peraturan desa imana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Hasil koreksi dan tin ampaikan Kepala Desa
kepada Bupati/Wali camat.
17
Dalam hal esa (tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi
sebagaimana sud “dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap

meneta raturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan

Pera

Pasal 18

ti/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan
eraturan Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Walikota.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa 9
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Koalinkasl Peraturan Dess

(1)

()

(1)

(2

10

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 19

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kep
Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh)
sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan D
membentuk tim klarifikasi paling lambat 3

hari sejak diterima.
Pasal 20

Hasil klarifikasi sebagaimana di sud am pasal 19
ayat (1) dapat berupa:
a. hasil klarifikasi yang esuai dengan kepentingan

umum, dan/atau ketenfuan an Perundang-undangan

yang lebih tinggi
gan dengan kepentingan
Peraturan Perundang-undangan

yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
(1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/
u ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa



BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 21

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan B
Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kep
atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Dg

(2) Perencanaan penyusunan rancangan Perat
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pad
setelah mendapatkan rekomendasi d

-masing untuk mendapatkan masukan.
an dari masyarakat desa dan camat sebagaimana
sud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk
dak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan
Bersama Kepala Desa.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa 11
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Koalinkasl Peraturan Dess

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan
oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

(1)

(2

)

12

Pasal 25

Kepala Desa yang melakukan kerja sama
menetapkan Rancangan Peraturan Desa denga
tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) ha
tanggal disepakati.
Rancangan Peraturan Bersama yang telah
dibubuhi tanda tangan sebagaim
(1) diundangkan dalam Beri
masing-masing desa.

Peraturan Bersama Ke
pada ayat 1 mulai
hukum mengikat_sej
Desa pada

ama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat
ing-masing.
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BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan
oleh Kepala Desa.
(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi mat

Peraturan Kepala Desa diundangkan dal oleh

Sekretaris Desa.

pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan pe
undangan yang lebih tinggi.
Pasal 28 O

BAB
PEM

Pa

Pembiayaan pembe eraturan di Desa dibebankan pada
APB Desa.

'y

1) ran Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan

orma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB VIII
ENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis
mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan
di desa adat.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa 13
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Koalinkasl Peraturan Dess

Pasal 31

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk
pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan
desa yang bersifat penetapan.

Pasal 32

(1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peratur
dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan
Undang-Undang tentang Pembentukan Pera
undangan.

(2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai
peraturan di desa diatur dalam Pe

Ketentuan mengenai bentuk di Desa dan Keputusan
Kepala Desa tercantum d yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari nteri ini.

NTUAN PENUTUP

Pasal 34

kunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan
am Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman
tukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
ut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK

INDONESIA,
Ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA
NOMOR 2091.

0203 198903 1 001.

NESIA TAHUN 2014

TJAHJO KUMOLO 1

NUSI PUBLIK

2580 URINLRID [SeYLPOS)
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN D

KABUPATEN/KOTA.
ota)

Koalinkasl Peraturan Dess

NOMOR ... TAHUN ...

Peraturan Desa)

DENGAN TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA
(Nama Desa),

. bahwa ..
bahwa ...;

c. dan seterusnya ...
ngat : 1. ..;

2. ..

3

. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

16 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG (Nama Peraturan
Desa).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OQ‘&

(dan seterusnya)
Peraturan Desa ini mulai

mpatannya dalam Lembaran

Agar setiap orang mengetahuinya,
Ditetapkan di ... pada tanggal ...

Peraturan Desa ini
Desa ... (Nama D

Q KEPALA DESA...(Nama Desa),
? tanda tangan

NAMA
i gkan di ... pada tanggal ...
ARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

2580 URINLRID [SeYLPOS)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) PE
BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR
NOMOR .. TAHUN ..

TENTANG
(Judul Peraturan Ber,

DENGAN RAHMAT TUHAN Y.
KEPALA DESA ..
KEPALA DES

Koalinkasl Peraturan Dess

Menimbang: a. bahwa.
b. b

Mengingat :

&

eterusnya.

b

MEMUTUSKAN:

ERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (Nama
Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
TENTANG .. (Judul Peraturan Bersama).

18 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1 Pasal ..

Pasal ..

KETENTUAN PE. I diperlukan)
PENUTUP
Pasal ...

1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
ersama ini dengan penempatannya dalam Berita
a Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)
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Ditetapkan di .. pada tanggal
KEPALA DESA...,

KEPALA DESA...,
(Nama Desa)

Nama Desa
(Nama Tanpa Gelar dan ( )

Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan

Pangkat)

Diundangkan di ..
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA

.., (Nama Desa)

Diundangkan di ..
pada tanggal ...

Nama

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN

BERITA DESA... (Nama Desa@...
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IlI. PERATURAN KEPALA DESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) KABUPATEN/KOT
(Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA. (Nama D
NOMOR .. TAHUN ..
TENTANG
(Judul Peraturan Kepala

es
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KEPALA DESA, Desa)

Menimbang: a. bahwa.

Mengingat :

&

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

MEMUTUSKAN:
RATURAN KEPALA DESA TENTANG. (Judul
Peraturan Kepala Desa).

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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BAB 11
Bagian Pertama

Paragraf 1 Pasal ..

Pasal ...
) a

KETENTUAN PERALIHAN (jika di

KETENTUAN PE

P

Peraturan Kepala Des erlaku pada tanggal

diundangkan.

Koalinkasl Peraturan Dess

, memerintahkan pengundangan
engan penempatannya dalam

Agar setiap orang my
Peraturan Kep
Berita Desa..

Ditetapkan di .. pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

E (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
dangkan di .. pada tanggal ..
KRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN .. NOMOR ..
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B. KEPUTUSAN KEPALA DESA

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KABUPATEN/KOTA. (Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama De
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Kepala

KEPALA DESA..., (
Menimbang : a. bahwa.

b. bahwa.

Mengingat

MEMUTUSKAN:

KEEMPAT:
KELIMA : Keputusan Kepala Des ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
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24

,\é

Ditetapkan di ...............

pada tanggal ..................
KEPALA DESA. , (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

MENTERI DALAM NEGERI ﬁ
INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMO O

Salinan sesuai den aslinya
KEPALA BI H M,
TO

SI
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SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGEO z

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 20
TENTANG
LAPORAN KEP, DE

DENGAN RAHMAT TU MAHA ESA

MENTERI DALAM N

3 rangka melaksanakan ketentuan
sal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

mor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Laporan Kepala Desa;

BLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

25



Koalinkasl Peraturan Dess

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Lembaran Negara Republik Ind
5587) sebagaimana telah d
kali terakhir dengan Un
9 Tahun 2015 tent
Atas Undang-Undang [Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan rah (Lembaran Negara
i 015 Nomor 58,
arahh Republik Indonesia 5679);
i epublik Indonesia Nomor
g Peraturan Pelaksanaan
omor 6 Tahun 2014 tentang
Negara Republik Indonesia Tahun
or 123, Tambahan Lembaran Negara
ndonesia Nomor 5539) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah
publik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
entang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
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10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapat
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, T:
Lembaran Negara Republik Indonesia
5864);

Peraturan Presiden Nomor 11

tentang Organisasi dan Tata
rian Dalam Negeri (Berita Negara
donesia Tahun 2015 Nomor 1667);
n Menteri Dalam Negeri Republik
esia Nomor 82 Tahun 2015 tentang
gangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 6);
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Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Desa adalah desa dan desa adat ata
dengan nama lain, selanjutnya dise
kesatuan masyarakat hukum yang
yang berwenang untuk mengatur gurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarak pat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak a fau hak tradisional

yang diakui dan dihor m sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Repu ia.
Pemerintahan Desa a enyelenggaraan urusan

ingan masyarakat setempat dalam
sistem pemeg cgara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa atau yang disebut

a Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah
a yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
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7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses
kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksana

10. Misi adalah rumusan umum menge

risi satu atau
leh pemerintahan desa

11. Program adalah instrument kebi
lebih kegiatan yang dilaks
untuk mencapai sasar

12. Evaluasi adalah pengk ilaian terhadap laporan
penyelenggaraan p i sa.

13. Anggaran Pend elanja Desa adalah rencana
keuangan tahu intahan desa.

an Desa adalah penjabaran dari

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
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(1)

(2

)

30

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa
jabatan;

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

akhir tahun anggaran; dan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB III
LAPORAN KEPALA DESA
Bagian Satu

Laporan Penyelengg
Pemerintahan Desa Akhir Ta An

Pasal 3

Laporan Penyelenggaraan intahan Desa Akhir Tahun
Anggaran disampaikan a desa kepada bupati/
walikota melalui c C tertulis paling lambat 3
(tiga) bulan sete tahun anggaran.

Muatan materi yelenggaraan Pemerintahan Desa

erja Pelaksanaan Pembangunan;

Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;

ogram Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi
dan Upaya yang ditempuh; dan

h. Penutup.

Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a memuat uraian tentang:

a. Tujuan penyusunan laporan;
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(7)

b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
c. Strategi dan kebijakan.

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat
uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja
Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jan
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebag

Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Pembangunan Desa dengan mengacu pas
Pemerintahan Desa dan Rancangan P
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakat ebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hu
Rencana dan Pelaksanaan erja Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan dengan ada Rencana Kerja
Pemerintahan Desa dat
Menengah Desa sg

raian tentang

Program Kerja ~ yaan Masyarakat sebagaimana
uruf e memuat uraian tentang
Program Bidang Pemberdayaan

eraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri
dari:

2580 URINLRID [SeYLPOS)
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1. Pendapatan Desa.
2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b) Bidang Pembangunan;

g) Surplus/Defisit.
3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan D iri
dari:

c¢) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

e) Bidang Tak Terduga;

f) Jumlah Belanja; dan Q

a) Penerimaan Pembiayaan,;
b) Pengeluaran Pembiayaanj \dan
c) Selisih Pembiay:
d. Rinci enadapatan dan Belanja Desa

pada ayat (8) huruf c
an yang merupakan bagian
ari peraturan menteri ini.

Koalinkasl Peraturan Dess

9) , Permasalahan yang dihadapi

puh sebagaimana dimaksud pada
uat rincian tentang:

emuat materi:
a. kesimpulan laporan;

b. penyampaian ucapan terima kasih; dan

c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih
lanjut.
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(11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir
bulan Desember.

(12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahk
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pas
digunakan untuk bahan evaluasi.

(2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaim
ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan
pembinaan maupun pengawasan sesu

pada
berupa
Peraturan
Perundang-Undangan.

(3) Kebijakan sebagaimana di ayat (2) antara lain
catatan kinerja dan prest Desa, program dan
potensi Desa yang pe i an, dan hal-hal yang

esa Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

yelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan
oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui
cara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum
asa jabatan.

Pasal 6

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat
materi:
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a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama
masa jabatan; dan
b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima)
bulan sisa masa jabatan.
(2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadik
dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 7

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan D
jabatan sebagaimana dimaksud dalam P
untuk bahan evaluasi.

(2) Berdasarkan bahan evaluasi seba ana ud pada
ayat (1) Bupati/Walikota menetap kebij baik berupa

sesuai tuan Peraturan

pembinaan maupun pengawa
Perundang-Undangan,
(3) Kebijakan sebagaiman d ayat (2) antara lain
catatan kinerja d ala Desa, program dan

Koalinkasl Peraturan Dess

terangan Penyelenggaraan
Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 8

an keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada
adan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat
3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah
kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya
yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
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Pasal 9

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 digunakan untuk bahan evaluasi.

Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) BPD dapat:

a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.

b. Meminta keterangan atau informasi.

c. Menyatakan pendapat.

d. Memberi masukan untuk penyiapan bah
Desa.

Bagian Keempat

Informasi Penyelenggaraan Peme Desa

Pa

Masyarakat Desa berh ta'd endapatkan informasi
dari pemerintah Desa egiatan penyelenggaraan
pemerintahan De pembangunan, pembinaan
mberdayaan masyarakat.

pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling
3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
edia informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan
media informasi lainnya.
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Pasal 11

(1) Informasipenyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan
oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan

aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara

bertanggungjawab.
(2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebag

dimaksud pada ayat (1) dalam rangka me ng
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pe an,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberday: syarakat.

Pembiayaan dalam rangka [Kegi elaporan kepala Desa
dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapa

Koalinkasl Peraturan Dess

ja Negara;

b. Anggaran Pendapata Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pend n\dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
d. Anggara dan Belanja Desa; dan

e. Sumbe sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional

terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan laporan Kepala Desa di Kabupaten/Kota.
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(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

(4) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan
laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 14
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pa;
13 ayat (1) antara lain:
a. Fasilitasi dan koordinasi;

Monitoring dan evaluasi.

b. Sosialisasi;
c. Bimbingan teknis; dan
d.

Pada saat Peraturan Menter1
Nomor 35 Tahun 20
Pelaporan Dan Pe n enyelenggaraan Pemerintahan
Desa, dicabut d tidak berlaku.

rlaku, Peraturan Menteri
Pedoman Umum Tata Cara

Pasal 16

nte 1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
enteri ini dengan penempatannya dalam Berita
ublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO
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&

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH A
NOMOR 1099.

Salinan sesuai dengan asling
KEPALA BIRO HUKU

q

ttd

NIP. 19
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SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK I

PERATURAN MENTERI DALAM NEG

INDONESIA NOMOR 1 TAH
TENTANG

PENATAAN SA

2017

DENGAN RAHMAT TU MAHA ESA

MENTERI DALAM NE PUBLIK INDONESIA,

Menimbang : t 1elaksanakan ketentuan Pasal

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Penataan Desa;

engingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4910);

39



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb
Lembaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undan
Tahun 2015 tentang PerubahaagkKe

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20
Negara

Pemerintahan Daerah (Lem
onesia

Republik I ia Nomor 6 Tahun 2014
aran Negara Republik

Koalinkasl Peraturan Dess

Republik Indonesia Nomor
imana telah diubah dengan

an Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara

40 Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahu
2015 Nomor 1667);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No
Tahun 2015 tentang Pembentukan
Hukum Daerah (Berita Negarg
Indonesia Tahun 2015 Nomor

8. Peraturan Menteri Dalam
Tahun 2016 tentang Pene

Menetapkan : PERATURAN NEGERI

emerint Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
megang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
esia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
agaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

2580 URINLRID [SeYLPOS)

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa 41



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daer.
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pe
Daerah.

Kawasan yang bersifat khusus dan strategis
nasional adalah seperti kawasan terlus
perbatasan antarnegara, program tr.
lain yang dianggap strategis.
6. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut/Perda atau yang
disebut dengan nama lain a ovinsi dan Perda
Kabupaten/Kota.
7. Anggaran Pendapatan d aerah yang selanjutnya
disingkat APBD adala euangan tahunan Daerah

Koalinkasl Peraturan Dess

8. Desa adalah desa adat atau yang disebut
elanjutnya disebut Desa, adalah

ak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

an Republik Indonesia.

a Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa

ang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi

Desa baru.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
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12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggaraka
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas
pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan na
adalah musyawarah antara Badan Permusya
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang d
oleh Badan Permusyawaratan Desa un
yang bersifat strategis.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
ditetapkan oleh Kepala Desa se di an disepakati
bersama Badan Permusyaw: es

16. Menteri adalah menteri, yang

pemerintahan dalam i.
17. Hari adalah hari j
II

ANG LINGKUP

lenggarakan urusan

Pasal 2

u ingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
. ataan Desa; dan
penataan Desa Adat.

enataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:

a. pembentukan Desa dan Desa Adat;
b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
c. perubahan status Desa dan Desa Adat.
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Pasal 3

(1) Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota.

(2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;

. nomor kode desa/kelurahan yang lama;

. jumlah penduduk;

. luas wilayah,;

. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan

peta batas wilayah Desa/Kelurahan bO

(1) Pemerintah Pusat, Pe
Daerah Kabup
sebagaiman

o o o

=

rah Provinsi dan Pemerintah
apat melakukan penataan Desa
am Pasal 2.

Penataan aimana dimaksud pada ayat (1)

Koalinkasl Peraturan Dess

Pasal 5
Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
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d.

€.

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
meningkatkan daya saing Desa.

BAB V

Pasal 6

Pembentukan Desa sebagaimana dim
ayat (2) huruf a merupakan tindakafi’ meng Desa
baru di luar Desa yang ada.
Pembentukan Desa sebagaim dim: ada ayat (1)
dengan mempertimbangkan masyarakat Desa, asal
usul, adat istiadat, kondisi ya masyarakat Desa,
serta kemampuan d

memenuhi syarat:
duk paling sedikit 5 (lima) tahun

Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa
1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa
atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu)
jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling
sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus)
kepala keluarga;
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5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500
(dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus)
kepala keluarga;

6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling
sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratu
kepala keluarga;

7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan U
sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa ats
ratus) kepala keluarga;

8) wilayah Nusa Tenggara Timur,
Utara paling sedikit 1.000
(dua ratus) kepala keluargaj dan

9) wilayah Papua dan Papua t
(ima ratus) jiwa a 0 (ser:

ing sedikit 500
kepala keluarga.

c. wilayah kerja yang ses transportasi antar
nciptakan kerukunan hidup
engan adat istiadat Desa;

meliputi sumber daya alam, sumber
sumber daya ekonomi pendukung;
esa yang dinyatakan dalam bentuk peta
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/

tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan
tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan
sebutan lain.

Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota
dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan
nilai sosial budaya masyarakat Desa.
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Paragraf 1
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat

Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Desa di
kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan
nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentuk
Desa.

(2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat seba,
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi
atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Desa dari D

atau penggabungan beberapa D
Desa baru.

di 1 (satu)

(1) Kementerian/lembaga onkementerian dapat
mengajukan prakar: Desa melalui pemekaran
dari 1 (satu) i 2 (dua) Desa atau lebih

sebagaimana am Pasal 8 ayat (2) huruf a di

emerintah Daerah Kabupaten/Kota.

teri bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah

onkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi

serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah melakukan

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

melakukan pembahasan usul pembentukan Desa.

(4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan
Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa.
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Pasal 10

(1) Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan
kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada
masyarakat dan pemerintah Desa dan sebagai dasar
penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tenta
pembentukan Desa.

(2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapk ak-
sanaan musyawarah Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggara
Desa sebagaimana dimaksud pada
menyosialisasikan Keputusan Menteri
pembentukan Desa dan menyep an Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pas

(4) Hasil kesepakatan musyawarah Des ana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan berita acara dan dilengkapi
dengan notulen musyaw;

Koalinkasl Peraturan Dess

(1) Kepala Desa
Desa sebag imaksud dalam Pasal 10 ayat (4)

erita acara hasil musyawarah

2 Kepala Desa sebagaimana dimaksud

Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan

an disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota
DPRD Kabupaten/Kota.

hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
imaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/
Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota
mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada
Gubernur untuk dievaluasi.
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Pasal 12

Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa ditetapkan oleh
Bupati/Wali Kota paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya
Keputusan Menteri perihal persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 13

Pemerintah Pusat dapat melakukan penggabungan bagian
dari Desa yang bersanding atau penggabungan bebera
menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dal
8 ayat (2) huruf b.

Pasal 14

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dapat
mengajukan prakarsa penggabunga esal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Menteri bersama-sama de teri/pimpinan lembaga

pemerintah nonkementer a, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah aten/Kota melakukan
pembahasan untu ngan Desa.

(3) Dalam hal hasi
ayat (2) tel

sebagaimana dimaksud pada
Menteri menerbitkan Keputusan

Menteri juan penggabungan Desa.
Pasal 15
tu nai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku mutatis
rhadap penggabungan bagian Desa yang bersanding
ggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
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(1)

()

(3)

(1)

(1)
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Paragraf 2
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 16

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan
Desa dalam rangka pengembangan antar wilayah Kabupate

Kota, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil- il
pembangunan.

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daeral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menja

atau lebih;
b. penggabungan bagian Desa d rsanding

menjadi 1 (satu) Desa; dan
c. penggabungan beberapa desa

baru.

1 (satu) Desa

Pembentukan Desa o intah Daerah Provinsi
sebagaimana dimak (2) huruf a dan huruf

b dilaksanakan melal ersiapan.

Pasal 17

ovinsi dapat mengajukan prakarsa
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

am hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada
yat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan
Gubernur tentang pemekaran Desa.

Pasal 18

Keputusan Gubernur tentang pemekaran Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan kepada
Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat
dan pemerintah Desa.
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Dalam menyosialisasikan Keputusan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota menugaskan
pemerintah Desa untuk memfasilitasi dan mempersiapkan
pelaksanaan musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
menyosialisasikan Keputusan Gubernur tentang persetuju
pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pa
(8) dituangkan dalam berita acara dan dilen,
notulen musyawarah Desa.

Pasal 19

Kepala Desa melaporkan berita ac asil musyawarah
Desa sebagaimana dimaks lam 18 ayat (4)
kepada Bupati/Wali Kota.

Bupati/Wali Kota setel aporan Kepala Desa

sebagaimana dimaksu (1) menugaskan tim
untuk melakukan kajian dan
tukan Desa.

atVatau sebutan lain; dan

sur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan
engembangan wilayah, pembangunan dan sosial
kemasyarakatan.

Pasal 20

Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) berupa:

a. verifikasi administrasi; dan

b. verifikasi teknis.
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D

(1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud
20 ayat (3) untuk:
a.

f.
e
b

agi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk
mengecek ketersediaan:

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita
acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah
Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah
penduduk minimal.

(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu

dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 21

verifikasi ketersediaan akses transp
antar wilayah;

verifikasi faktual kondisi keerata
adat dan tradisi di wilay

sosial, kondisi
persiapan yang

mendukung penyelen, ahan calon Desa
persiapan,;
verifikasi faktual i nomian, kondisi sumber

usia produktif di wilayah
g memungkinkan untuk maju

gi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan

rifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan

Desa persiapan;
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b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan publik.

Pasal 22

(1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh
tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam
bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidak
dibentuk Desa persiapan.

(2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana di
pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan
Kota untuk melakukan pemekaran Desa.

(3) Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui
Bupati/Wali Kota menetapkan deng
Wali Kota tentang pembentukan Des

Bupati/Wali Kota menyampaikan Pera

()

ahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;

punyai pengalaman di bidang pemerintahan yang

dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan

c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir
sekurang-kurangnya bernilai baik.

Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan
pembentukan Desa definitif.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa 53

2580 URINLRID [SeYLPOS)



(3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota
melalui Kepala Desa induknya.

(4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali
Kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 24

(1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Des
menyusun rencana kerja pembangunan Des
dengan mengikutsertakan partisipasi
persiapan.

(2) Rencana kerja pembangunan Des iaf ang telah

induk untuk

an Pendapatan
utuhan anggaran

disusun disampaikan kepada Kepala De
dijadikan bahan penyusunan rancangan An
dan Belanja Desa induk sebagai

belanja Desa persiapan.

Koalinkasl Peraturan Dess

(3) Penjabat Kepala Desa pers 1 1k erta dalam pembahasan
ja Desa induk
“4) ¢ endapatan dan Belanja Desa induk

a persiapan yang bersumber dari
dan Belanja Desa induk, pengelolaannya
penjabat Kepala Desa persiapan.

mendapatkan alokasi biaya operasional

mg tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan dapat dibiayai
oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
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(1)

Pasal 25

Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan
pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam)
bulan sekali kepada:

dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksana:
dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputs

a. Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain; dan
b. Kepala Desa induk.
Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaim

a. penetapan batas wilayah Desa sesuai d
kartografis;

b. pengelolaan anggaran operasional
bersumber dari Anggaran Pendapa
induk;
pembentukan struktur or

yang
ja Desa

dan

o o O
el o}
g 9
<. @
g 2
5 3
> B
= R
m"’ﬁ
:
=4
&
3
W)
2
D

.
:
:
o]
:
:

ana pemerintahan Desa;

g. pendataan udukan, potensi ekonomi,

inventarisa; an serta pengembangan sarana

sud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil
sanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi
Desa, Bupati/Wali Kota menyusun rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa.

Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD
Kabupaten/Kota.
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(7) Apabila rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati/
Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota
menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada
Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 26

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagalmana di

kembali ke Desa induk.
(2) Penghapusan dan pengembalian Desa
induk sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pa

Pemerintah Daerah Provinsi/dap lakukan penggabungan
bagian Desa dari Desa
sebagaimana dimaksud

g menjadi 1 (satu) Desa
16 ayat (2) huruf b.

Koalinkasl Peraturan Dess

aksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
(1), Gubernur bersama-sama Bupati/Wali Kota
an pembahasan untuk penggabungan bagian Desa.

alam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah disepakati, Gubernur menerbitkan Keputusan
Gubernur tentang penggabungan bagian Desa.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 berlaku mutatis
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mutandis terhadap penggabungan bagian Desa yang bersanding
menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 30

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penggabungan
beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajuk
penggabungan Desa sebagaimana dimaksud
30.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebag;
ayat (1), Gubernur bersama Bupati/Wali K melakukan
pembahasan penggabungan behérapa

(3) Dalam hal hasil pembahas ana dimaksud pada
ayat (2) telah disepakati, .Gube nerbitkan Keputusan
Gubernur tentang pe berapa Desa.

ana di

2

g penggabungan beberapa Desa
dalam Pasal 31 ayat (3) disampaikan
ali’ Kota untuk disosialisasikan kepada
pemerintah Desa yang digabung dan

paten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/

i Kota menugaskan pemerintah Desa yang digabung

untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan

musyawarah Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa yang digabung menyelenggarakan
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk menyepakati penggabungan beberapa Desa.
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Pasal 33

(1) Kepala Desa yang digabung melaporkan penggabungan
beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3) kepada Bupati/Wali Kota.

(2) Berdasarkan laporan Kepala Desa yang digabung sebagaiman
dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajuka’
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penggab
beberapa Desa untuk dibahas dan disetujui bers
Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Ko

(3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana di
ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali
Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota me
Perda Kabupaten/Kota kepada Gub

Paragraf 3
Pemben Desa
oleh Pemerintah er bupaten/Kota

Koalinkasl Peraturan Dess

(1) Pemerintah
pembentuk:

ten/Kota dapat memprakarsai

2 ebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa
; atau

bungan bagian Desa dari Desa yang bersanding;

penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa
baru.

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
b dilaksanakan melalui Desa persiapan.
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Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan
pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran
Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang
bersangkutan.

(2) Pemerintah Desa memfasilitasidan mempersiapkan
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ay:

(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan mus
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1

(4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana di
(3) dituangkan dalam berita acara
Desa dengan dilengkapi notulen musyawar

Pasal

Ketentuan mengenai pemek
dalam Pasal 19 sampai
mutandis terhadap pe
Kabupaten/Kota.

agaimana dimaksud
26 berlaku mutatis
oleh pemerintah Daerah

(1) Pemerints erah Kabupaten/Kota dalam melakukan
pe bagian Desa sebagaimana dimaksud Pasal

34

en gan bagian Desa kepada masyarakat dan
efintah Desa yang bergabung.

uruf b wajib menyosialisasikan rencana

g-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana
aksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan
pelaksanaan musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang
bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan
mengenai penggabungan bagian Desa.
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)

(5

6)
()

(1)

(2

Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi
dengan notulen musyawarah Desa.

Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan
bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ay

ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bers

Pasal 38

Para Kepala Desa secara bersama-sa
penggabungan bagian Desa kepada Bu
satu usulan tertulis dengan melampir] ep
Berdasarkan usulan para Kep De sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati/W enugaskan tim
pembentukan Desa persia an kajian dan
Desa persiapan sesuai
ndangan.

dalam Pasa dengan Pasal 26 berlaku mutatis

60

abungan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 40

Pe intah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan
ggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan
rencana penggabunganbeberapa Desa kepada masyarakat
dan pemerintah Desa yang bergabung.

Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan
pelaksanaan musyawarah Desa.
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(1)

(1)

Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang
bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan
mengenai penggabungan beberapa Desa.

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara
dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaks
pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabu
beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada_a:

ditandatangani oleh para Kepala Desa yang

Pasal 41

Para Kepala Desa secara bersamarsama fmengusulkan
penggabungan beberapa Desa kepa i/Wali Kota
dalam satu usulan tertulis d mel keputusan
bersama.
Berdasarkan usulan par: esa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati/ yusun Rancangan Perda
abungan beberapa Desa.
Rancangan Pe aten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat disetujui bersama antara Bupati/
Wali Kotd d : Kabupaten/Kota.

ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati/
DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota

ar untuk dievaluasi.

Bagian Kedua
Penghapusan Desa

Pasal 42

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan
program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
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(2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 43

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko
mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dj

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Da
Kota melakukan pembahasan untuk
(3) Dalam hal hasil pembahasan seba;
ayat (2) telah disepakati, Menteri itkan Keputusan
Menteri tentang persetujuan pe an Desa dan
penghapusan kode desa
kepada Bupati/Wali Ko

Kodinkasl Peraturan Desa
E.
:
8
5

(1) Berdasarkan

rda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/
a dengan DPRD Kabupaten/Kota.

hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
at (2) telah disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota
dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan
Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk

dievaluasi.

Menteri tentang persetujuan
enghapusan kode desa sebagaimana
al 43 ayat (3), Bupati/Wali Kota
gan Perda Kabupaten/Kota tentang
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Bagian Ketiga
Perubahan Status

Paragaraf 1
Umum

Pasal 45

Paragraf 2

Perubahan status meliputi: 4
a. Desa menjadi Kelurahan; dan
b. Kelurahan menjadi Desa. O

Desa menjadi Kelurah

Pasal 46

sebagaimana dimaksud
i syarat:

Perubahan status Desa menjadi K
dalam Pasal 45 huruf a haru
a. luas wilayah tidak be
b. jumlah penduduk i

atau 1.600 (se

ikit 8.000 (delapan ribu) jiwa
tus) kepala keluarga untuk
erta paling sedikit 5.000 (lima

1 sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman
s penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris
e masyarakat industri dan jasa;

meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;

akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah
cukup baik;

h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
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i.  batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak
pembentukan.

Pasal 47

(1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan
berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Bad
Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pen t
masyarakat.

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
disepakati dalam musyawarah Desa.

(3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiag
musyawarah Desa untuk mendengar
terkait perubahan status Desa me

(4) Musyawarah Desa sebagaimana aksud! pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Badan Permusyawar Desa dengan
tujuan menyepakati per an s s Desa menjadi
Kelurahan.

(5) Hasil musyawarah D, bagai a dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan deng
dilengkapi den, musyawarah Desa.

Koalinkasl Peraturan Dess

a musyawarah Desa dan

I' kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
at (7) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk
menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status
Desa menjadi Kelurahan.

Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dan Pasal 22 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan
status Desa menjadi Kelurahan.
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Pasal 48

(1) Dalam  hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan
perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati/Wali
Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupa
Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota seba;
dimaksudpada ayat (2) disetujui bersama o
Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bup
menyampaikan Rancangan Perda Kabup

Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf
Kelurahan M

njadi Desa sebagaimana
dimaksud dal b hanya dapat dilakukan
hidupan masyarakatnya masih

upan masyarakatnya masih bersifat
imana dimaksud pada ayat (1) dengan

asyarakat homogen;

pencaharian masyarakat sebagian besar di
ang agraris atau nelayan; dan

akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau
sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
(4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana

dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
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Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status
Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
(2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(I)dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum
komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lai

(3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah fi
komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan na
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
perubahan status Kelurahan menjadi Desa

(4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelura

(3)dituangkan dalam berita acara

notulen musyawarah, dilaporkan

(5) Bupati/Wali Kota melalui an kajian dan verifikasi
t menjadi Desa.

Koalinkasl Peraturan Dess

(6) Kajian dan verifikasi Sel a dimaksud pada ayat
(5) terkait syarat 4 Desa sebagaimana dimaksud

7) Kajian d ifikasi €bagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Y g

mutatis muntandis bagi perubahan

menjadi Desa.

menyetujui atau menolak terhadap perubahan status
ahan menjadi Desa.

Pasal 51

Dalam hal Bupati/WaliKota menyetujui usulan perubahan
status kelurahan menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status
Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
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(2

(3)

(1)

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status
Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui
bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/
Kota.

Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bers

antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/ ,
Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda
Gubernur untuk dievaluasi.

O

erupakan tindakan mengadakan
esa Adat yang ada.

kan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat

. pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua)
Desa Adat atau lebih;

. penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang
bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat; atau

c. penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu)
Desa Adat baru.
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(1)

Koalinkasl Peraturan Dess

Bagian Kedua
Penataan Desa Adat oleh Pemerintah Pusat

Paragraf 1
Pembentukan Desa Adat

Pasal 53

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagai
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 1
mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa
Pemerintah Pusat.

(2) Penggabungan Desa oleh Pemerintah Pus
dimaksud dalam Pasal 13 sampai de
mutatis mutandis terhadap penggapungan E adat oleh
Pemerintah Pusat.
Pa
Penghapu
Penghapusan Des Pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42
mutandis t
Pusat.

(2

68

engan Pasal 44 berlaku mutatis
apusan Desa adat oleh Pemerintah

Bagian Ketiga
Penataan Desa Adat

Pasal 55

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan
Pasal 26 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan
Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
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(1)

Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan
bagian Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Penggabungan beberapa Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan
Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan

Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Bagian Keempat
Penataan Desa Adat oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Daer abupaten/Kota

Paragraf 1
Pembentukan Desa Ad

Pasal 56

Pembentukan Desa oleh Pemeri
sebagaimana dimaksud d 34 sampai dengan
Pasal 35 berlaku mutati hadap pembentukan
Desa Adat oleh Peme Kabupaten/Kota.

Penggabungan
Kabupaten/K
37 sampai de 38 berlaku mutatis mutandis
agian Desa Adat oleh Pemerintah

a oleh Pemerintah Daerah
na dimaksud dalam Pasal

Paragraf 2
Perubahan Status Desa Adat

3
-
3
5
3
.
¢
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(1)

(2)

Koalinkasl Peraturan Dess

)

70

Perubahan status Desa sebagaim
sampai dengan Pasal 51 ber
perubahan status Kelurahan nj esa Adat dan Desa Adat
menjadi Kelurahan seba
(2) huruf ¢ dan huruf

Pasal 57

Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan meningkatnya
intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.

Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat |
meliputi:

a. Desa adat menjadi Desa;

b. Desa menjadi Desa Adat;
c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
d. Desa adat menjadi Kelurahan.

Pasal 58

a di dalam Pasal 46
mutatis mutandis terhadap

ud dalam Pasal 57 ayat

Pe & Desa Adat menjadi Desa
Pasal 59
h status Desa Adat menjadi Desa dilakukan

an prakarsa pemerintah Desa Adat dengan
erhatikan saran dan pendapat masyarakat.

arsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan
isepakati dalam musyawarah Desa Adat.

Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan
pelaksanaan musyawarah Desa Adat.

Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita
acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh
Kepala Desa Adat kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan
perubahan status Desa adat menjadi Desa.
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Pasal 60

(1) Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk
melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status
Desa Adat menjadi Desa.

(2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui
atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menj
Desa.

(3) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
terkait syarat pembentukan Desa sebagaim
dalam Pasal 7.

(4) Dalam hal Bupati/WaliKota menyetujui
status Desa adat menjadi Desa, Bupati
Rancangan Perda Kabupaten/Kota ten
Desa Adat menjadi Desa.

(5) Rancangan Perda Kabupate
ayat (4) yang telah dibaha

Bupati/Wali Kota deng; P i
kepada Gubernur un ie .
4
Perub esa menjadi Desa Adat
Pasal 61
n us Desa menjadi Desa Adat dilakukan

rakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan

an pendapat masyarakat.

a masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

as dan disepakati dalam musyawarah Desa.

emerintah Desa memfasilitasidan mempersiapkan pelaksanaan
musyawarah Desa.

(4) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas
dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa
Adat.
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(5) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan
dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala
Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan
status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 62

(1) Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa
melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan pe
status Desa menjadi Desa Adat.

(2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dim
(1) menjadi masukan bagi Bupati/Wali
atau menolak usulan perubahan statu ¢

(3) Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui lan perubahan
status Desa menjadi Desa Adat, Bupati
Rancangan Perda Kabupate
Desa menjadi Desa Ada

(4) Rancangan Perda
pada ayat (3) dibaha
Wali Kota de

kepada Gub

Pe

e sebagaimana dimaksud
i bersama antara Bupati/

Koalinkasl Peraturan Dess

Kabupaten/Kota disampaikan

ur ievaluasi.

Paragraf 5
tatus Kelurahan menjadi Desa Adat

Pasal 63

an status Kelurahan menjadi Desa Adat melalui
ahan status Kelurahan menjadi Desa.

etentuan perubahan status Kelurahan menjadi Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan
Pasal 51 dan ketentuan perubahan status Desa menjadi
Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai
dengan Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap
perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat.
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Paragraf 6
Perubahan Status Desa Adat menjadi Kelurahan

Pasal 64

(1) Perubahan status Desa Adat menjadi Kelurahan melalui
perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

(2) Ketentuan perubahan status Desa Adat menjadi D
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai d
Pasal 62 dan ketentuan perubahan status Desa
Kelurahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 46, s
dengan Pasal 48 berlaku mutatis mutandis
perubahan status Desa Adat menjadi Ke

Paragraf 7
Penjabat Kepala Desa Adat dan
Kelembagaan

(1) Bupati/Wali Kota
setelah Perda Ka
ditetapkan.

Penjabat Ke sebagaimana dimaksud pada ayat

jabat Kepala Desa Adat
tentang penataan Desa Adat

1 pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya
Desa Adat.

Pasal 66

(1) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan
Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat diatur dengan
Perda Provinsi.

z
:
%
:
A
B
5
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(2

(3)

(1)

74

Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam menetapkan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan
pembangunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa
Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada t
(2) paling sedikit memuat:
a. penataan Desa Adat;

b. kewenangan Desa Adat;

c. pengangkatan dan pemberhentian Ke
dan perangkat Desa Adat;

d. struktur organisasi dan tata ke

e. musyawarah Desa Adat;

f. peraturan Desa Adat; d
g. pengelolaan aset DesGt,
I
EV. ANGAN PERDA

Pasal 67

ta mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/
ent pembentukan, penghapusan, penggabungan,
erubahan status kepada Gubernur, dilengkapi

asil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

. berita acara musyawarah Desa;

perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;

d. kondisi sarana dan prasarana pemerintahan Desa
persiapan;

e. dukungan anggaran Desa persiapan; dan

f. hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa



(1)

()

(3)

)

Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berdasarkan
urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentin

masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-unda
Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan t
Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimang

menerima Rancangan Perda Kabupat
kelengkapan dokumen sebagaimana di
67 ayat (1).
Dalam hal Gubernur memberika ersefujuan atas
Rancangan Perda Kabupaten seba ana dimaksud
paten/Kota melakukan
an Perda Kabupaten/
a dalam jangka waktu

pada ayat (2), Pemerintah Da
penyempurnaan dan pe
Kota menjadi Perda
hari.

ak memberikan persetujuan
Kabupaten/Kota sebagaimana

an dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
ghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa
induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau
tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati/Wali Kota dapat mengesahkan Rancangan Perda
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Kabupaten/Kota serta sekretaris daerah Kabupaten/Kota
mengundangkannya dalam lembaran daerah.

(8) Pengesahan dan pengundangan Perda Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat
nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri.

(9) Dalam hal Bupati/WaliKota tidak menetapkan Rancang;
Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui oleh Gube
Rancangan Perda Kabupaten/Kota dalam jangka w
(dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan
dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 69

(1) Dalam melakukan evaluasi Ranc e upaten/
Kota tentang penataan Desa, Gupernur gmembentuk tim

evaluasi penataan Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksu itetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

a ayat

Koalinkasl Peraturan Dess

(1) Urgensi seba; sud dalam Pasal 68 ayat (1)

meliputi:

i berkembang di masyarakat; dan

am skala nasional dan daerah dalam

penataan Desa.

2 nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1) meliputi:

laksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan

emerintah Pusat; dan

. melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan

antar wilayah.

Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

68 ayat (1) antara lain meliputi:

a. pertimbangan rasio antara jumlah Desa yang ada dengan
jumlah penduduk pada skala Provinsi dan Kabupaten/
Kota;
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)

kemampuan pendanaan bagi Desa pada skala Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

cakupan wilayah pemerintah Desa; dan

d. konsekuensi penambahan biaya operasional akibat dari

pembentukan Desa baru.

Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (1) meliputi:

a.

b
c.
d

Gubernur memberikan nomo
Kabupaten/Kota yang telah al ebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat
(3), Pasal 41 ayat (4
Pasal 51 ayat (3

= R

. luas wilayah Desa;

. jumlah penduduk miskin; dan

€.

. berita acara musyawarah Desa;

jumlah penduduk Desa;

tingkat kesulitan geografis Desa;

penyelesaian konflik/perselisihan p

o)

ancangan Perda

Pasal 71

ter atas

at (7), Pasal 33 ayat
at (3), Pasal 48 ayat (3)
ayat (5), Pasal 62 ayat (4).

cangan Perda Kabupaten /Kota yang telah mendapatkan
omor register;

hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

perkembangan pelaksanaan Desa persiapan;
sarana dan prasarana pemerintahan Desa persiapan;

dukungan anggaran Desa persiapan; dan
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hasil kajian dan verifikasi Desa persiapan.
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=

=
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Pasal 72

Menteri memberikan kode desa dan kode kelurahan.
Pemberian kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa.

Pemberian kode kelurahan sebagaimana dimaksud p
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perun
undangan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Menteri menandatangani pemberian kode d

bila diperlukan.

Pa

Dalam rangka penataan De$a, Menteri membentuk tim
penataan Desa.
ud pada ayat (1), bertugas untuk
lengkapan dokumen sebagaimana

71 ayat (3).

Pasal 74

al dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
at (3) dinyatakan lengkap, Menteri memberikan kode

D
a.
Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Menteri menyampaikan
kembali kepada Gubernur.
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Pasal 75

(1) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan
kode desa kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas)
hari setelah permohonan pemberian kode desa diterima.

(2) Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota Rancangan
Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor
register dari Gubernur dan kode desa paling lama 3 (ti
hari setelah kode desa diterima.

(3) Bupati/Wali Kota menetapkan dan mengundangk @
Kabupaten/Kota yang telah mendapat nomor i
Gubernur dan kode desa atau kode kelurahar
paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor
desa atau kode kelurahan diterima.

(4) Berdasarkan Perda Kabupaten/Kota
dan diundangkan menjadi Perda Kabupa

ditetapkan
sebagaimana
a mengangkat

g te

(S)

(6) Penjabat
(5) melak 0 ewenang, dan kewajiban yang sama
dengan

(7) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

(tiga) bulan setelah pelantikan melakukan

embentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah

Desa;

mengangkat perangkat Desa;

. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan
Desa;

e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga
kemasyarakatan lainnya; dan

f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

(1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau peng-
gabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa
untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggab
bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.

(2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa
bergabung diberhentikan dan ditunjuk pe
Desa.

(3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atati
atau Desa adat diberhentikan dan di
atau penjabat Kepala Desa adat.

(4) Untuk Kelurahan yang beru i jadi Desa atau
Desa adat menjadi Desa, elurahan diangkat menjadi
penjabat Kepala Desa d esa adat yang berubah
status diberhentik
dari unsur Pegawai

Koalinkasl Peraturan Dess

(1)

, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
t desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat
esa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil
penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan
berdasarkan kesepakatan.

Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan/ Desa
adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan
Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi
Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa h
pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggab
beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bu
Kota.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangfdikelola oleh
Kelurahan yang berubah status menjadi Dgsa, ditetapkan
menjadi barang inventaris d

Serah terima aset Desa se
(1), ayat (2) dan ayat
berita acara serah te

dimaksud pada ayat
penandatanganan

aban pengelolaan keuangan Desa
i Desa menjadi Kelurahan dilaporkan

da saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 80

entuan mengenai:
. format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan
Desa;

. format berita acara;

c. format kode register Desa persiapan; dan
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d. format nomor registrasi Desa peraturan daerah Kabupaten/
Kota oleh Gubernur; tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Tata cara pemberian kode desa dan standar operasional

prosedur pemberian kode desa berpedoman pada peratur
perundang-undangan.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pera
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tenta
Penghapusan, Penggabungan Desa dan Pe ) s Desa
menjadi Kelurahan dicabut dan dinya

Agar setiap o inya, memerintahkan pengundangan

Peraturan
Negara R

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA Q

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR 155.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
W. SIGIT PUDJIANT
NIP. 19590203 198903 13

&
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Koalinkasl Peraturan Dess

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DESA

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINT.
DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah sua
penilaian tingkat perkembangan pemerintahan
mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemeti
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinas
Desa, dan pemberdayaan masyarakat
penataan Desa.

Skor

Indikator

Pemerintahan
Desa

enyusunan
RPJMDes

. Penyusunan
RKPDes

. Penyusunan
APBDes

. Kerjasama antar
desa

. Adanya BUMDes

. Sarana dan
prasarana BPD

84
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9. Partisipasi
BPD dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa

10. Kondisi kantor
desa

11. Kondisi
perangkat desa

12. Kondisi SOTK

13. Buku
Administrasi
Pemerintahan
Desa

14. Peta desa

keuangan Desa

18. Sop pelayanan di
desa

19. Tersedianya
akses informasi
kepada
Masyarakat

20. Pemanfaatan
teknologi dalam
pelayanan pada
masyarakat

21. Ketersediaan
data profil desa
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22. Pemahaman
kepala desa
dan perangkat
desa terhadap
tugas dan fungsi
masing-masing

23. Ketersediaan
pendukung
sarana dan

prasarana pdayanan

masyarakat

24. Penyelenggaraan
rapat koordinasi
dengan BPD

25. Penyelenggara
rapat koordina

perangkat
desa dalam
melakukan
Koordinasi

. Kondisi
kesejahteraan
masyarakat Desa

. Alokasi anggaran
pembangunan
desa dalam
APBDes

3. Sarana pendidikan

4. Sarana kesehatan

5. Akses transportasi
antar wilayah

86
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6. Akses komunikasi

7. Potensi sumber
daya alam

8. Potensi sumber
daya manusia

9. Kerjasama antar
desa

9.” Kerjasama dengan
pihak ketiga

10. Kondisi BUMDes

11. Jumlah lembaga
ekonomi tingkat
Desa

masyarakat (pasar
desa)

15. Partisipasi
masyarakat
dalam mengikuti
wajib belajar 9
(Sembilan) tahun

16. Ketersediaan
sarana air bersih
bagi masyarakat
di pemerintahan
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Pemberdayaan
masyarakat

. Partisipasi

masyarakat

dalam perencanaan
pembangunan
desa

. Partisipasi

masyarakat
dalampelaksanaan
pembangunan
desa

. Partisipasi

masyarakat
dalam pengawasan
pembangunan
desa

. Kontribusi

Adanya upaya
pelestarian/
kesinambungan
sarana prasarana
di desa oleh
masyarakat

7. Partisipasi

masyarakat
dalam menjaga
ketentraman
dan ketertiban
umum

88
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D. |Kemasyaraka- |1.Jumlah lembaga
tan kemasyarakatan
yang ada di desa

2. Jumlah lembaga
keagamaan di
desa

3. Jumlah lembaga
sosial budaya
Masyarakat

4. Jumlah lembaga
kepemudaan

S. Jumlah
lembaga pemerhati
perempuan, anak
dan orang miskin

6. Partisipasi
lembaga,

ampenyelesaian
permasalahan di
desa

8. Alokasi
anggaran
pendukungkegiatan
kemasyarakatan

9. Partisipasi lembaga
kemasyarakatan
dalam
mendukung
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
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10. Keikutsertaan
kemasyarakatan
dalam forum-
forum yang ada di
Desa

TOTAL SKOR

Total skor merupakan penjumlahan d;

Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat
desa dan perubahan status menjadi

Keterangan kriteria penilaian : L
Skor untuk penilaian (ada)* = 2
Skor untuk penilaian (tidak ada)* = 1

laku pembentukan

rah
Untuk desa dengan nilai skor paling bany dapat melakukan

penggabungan Desa.

,\é
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B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA.........ccceee.. (1)

PEMERINTAH DESA.......cccocevenee. )
NOMOR.......covviiiiiiiiiiccen, )
TAHUN............... )

Pada hari ini.........cccoooviiiiiii,
bulan.......c...ccccevvvvvveeeeeen. (7) tahun...............
veeveernneee(9) Kecamatan........... (10) Kabupaten/Kota......
Provinsi............... (12) telah diadakan kesepakatan ..
(13), untuk menyepakati............... (14)

Demikian Berita Acara ini kami buat deng cbenarnya

dan disampaikan kepada Bupati/Walikota {untuk/dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA SYAWARATAN DESA

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

Diisi Nama Berita Acara.

Diisi Nama Pemerintah Desa.
Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
Diisi Tahun Berita Acara dibuat

Diisi tempat Berita Acara dibuat.
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(6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
(7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
(8) Cukup jelas.
(9) Cukup jelas.
(10) Cukup jelas.
(11) Cukup jelas.
(12) Cukup jelas.
(13) Cukup jelas.
(14) Cukup jelas.

(15) Diisi nama Kepala Desa.

(16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan tan
Desa. @

(17) Diisi nama perwakilan masyarakat

C. FORMAT KODE REGIS

Pemberian nomor regist
terdiri dari 8 (delap
kode kabupaten

PERSIAPAN

desa adat persiapan
yang terdiri dari 2 digit
ode kecamatan, dan 4 digit
Misalnya :

5 6 7 8
.

'

Nomor Urut

rut yang diberikan berdasarkan urutan desa baru
akan dibentuk.
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D. FORMAT NOMOR REGISTRASI OLEH GUBERNUR

Pemberian nomor registrasi Desa dan desa adat persiapan
terdiri dari 8 (delapan) digit kode register desa persiapan
yang ada ditambah dengan 2 (dua) digit yang diberi
berdasarkan nomor urut saat diajukan kepada gubernur.
Misalnya:

1 2 3 4 5 6

N
——
Kode Register Desa
Persiapan
Keterangan:

Nomor urut yang diberikan dises
persiapan yang akan dibentuk

jumlah desa
suatu desa.

ENTERI DALAM NEGERI

PUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

dengan aslinya
IRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

g
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SALINAN

o

201

i

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK

PERATURAN MENTERI DALAM NE
INDONESIA NOMOR 2 TAH
TENTAN

STANDAR PELAYAN MAL DESA

Y

MAHA ESA,

MENTERI D PUBLIK INDONESIA,

merupakan kesatuan masyarakat
yang memiliki batas wilayah, yang
enang untuk mengatur dan mengurus urusan
merintahan dan kepentingan masyarakat desa,
berkewajiban memberikan dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat Desa;

b. bahwa untuk mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa
guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai

Menimbang:

dengan kewenangan Desa, perlu menetapkan
Standar Pelayanan Minimal Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
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Mengingat :

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t

entan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesi or
5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Negara Republik Indo
Undang-Undang Nomo n 2014 tentang
egara Republik

Indonesia Tah 244, Tambahan

5587) beberapa kali diubah
terakhi dang- Undang Nomor 9
ang Perubahan Kedua atas
g Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor

eraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Be

Negara Republik Indonesia Tahun 2016
1037);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI D
TENTANG STANDAR PELA AN
DESA.

Dalam Peraturan i 4ni,, yang dimaksud dengan:
1. Desa ada Desa adat atau yang disebut
g selanjutnya disebut Desa, adalah
kat hukum yang memiliki batas wilayah
o untuk mengatur dan mengurus urusan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
a Kesatuan Republik Indonesia.
amat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali
kota.
Pemerintahan  Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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S
a.

b
C.
d

98

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pem

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak as:
istiadat Desa.
Administrasi Pemerintahan Desa adala

proses kegiatan pencatatan data informasi mengenai
Pemerintahan Desa pada B Re esa.

Standar Pelayanan Mini
SPM Desa adalah
pelayanan yang m

yang selanjutnya disebut
tang jenis dan mutu
san Desa yang berhak
diperoleh setiap esa secara minimal.

Norma, Standés dan Kriteria yang selanjutnya
aturan atau ketentuan yang dipakai
penyelenggaraan urusan Desa.

Pasal 2

PM Desa dimaksudkan untuk:

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan

efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
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Pasal 3

SPM Desa bertujuan untuk:
a. mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;

b. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai

STANDAR PELAYANAN MINIMAL D

kewenangannya; dan
c. sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerint:
Desa.
BAB III Q

Pasal 4

(1) Kepala Desa menetapkan SPM Desa.
(2) SPM Desa sebagaimana dimaksud pa
dengan Keputusan Kepala D

) ditetapkan

SPM Desa antara lain

dan penyebaran informasi pelayanan sebagaimana
sud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:

. persyaratan teknis;

. mekanisme;

penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;
d. biaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan

e. tata cara penyampaian pengaduan.
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(2) Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan dan media lain
yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

(8) Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyediaan data dan informasi kependudukan dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hu 2
meliputi:

a. data dan informasi administrasi kepe
Buku Administrasi Kependudu
b. data dan informasi pertanahan
dalam Buku Tanah Kas Desa

(2) Penyediaan data dan asi dalam administrasi

kependudukan sebagaims sud pada ayat (1) huruf

Koalinkasl Peraturan Dess

dan data perubahan fib pelaporan.
(3) Data dan informasi aimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b hs i
kepasti
kepu

pengisian administrasi pertanahan,
epemilikan tanah, dan penetapan
Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah.

Pasal 8

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
paten/Kota terkait dalam kedudukannya sebagai instansi
enyelenggara pelayanan.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan
informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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Pasal 9

(1) Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c dari Pemerintah Desa kepada masyarakat
yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan
pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan
data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ay
diberikan apabila berkas yang diperlukan dala
suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyas
dengan ketentuan peraturan perundang-unda
dilengkapi surat keterangan domisili dari

(3) Dalam hal persyaratan untuk pros
sebagaimana dimaksud pada ayat[(2) belum lengkap,
Pemerintah Desa berkewajiban untuk befikan informasi

ang h dipenuhi oleh

tu yanan.

tentang kelengkapan persyar
masyarakat dalam proses

erintah Desa kepada
ada ayat (1) diselesaikan

(4) Pemberian suratketer
masyarakat sebagaiman
dalam 1 (satu) H

(5) Dalam hal p
dimaksud
waktu 1

surat keterangan sebagaimana
tidak dapat diselesaikan dalam
amat melakukan pembinaan.

Pasal 10

erian surat keterangan kepada masyarakat
ana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Desa
nakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan
ran perundang-undangan.

alam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum
menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa, Bupati/Wali
Kota menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa dengan
Peraturan Bupati/Wali Kota.
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Pasal 11

(1) Penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf d dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan
penugasan.

(2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urus
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah D
Kabupaten/Kota kepada Desa.

(3) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud yat
(2) dengan memperhatikan:

a. kemampuan sumber daya manusia dif D
b. selektivitas dalam pelaksanaan; d
c. sarana dan prasarana pendu .

(4) Sarana dan prasarana sebagaiman@a\dimaksud pada ayat

(3) huruf c antara lain:
a. tempat/loket pendaft ;
ka

Koalinkasl Peraturan Dess

Pasal 12

aratan penetapan Desa-Desa yang diberikan penugasan
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan
netapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta
penetapan SPM Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/
Wali Kota.

Peraturan Bupati/Wali Kota tentang SPM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

a. jenis pelayanan;

b. persyaratan pelayanan;
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(3)

4

(1)

c. proses atau prosedur pelayanan;

d. pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
e. petugas pelayanan;

f. waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan

g. biaya pelayanan.

Pasal 13

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dale
S huruf e merupakan sarana umpan balik bagi
Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan
Pemerintah Desa memfasilitasi dan
pengaduan masyarakat sebagaimana
(1) paling lama 3 (tiga) Hari kerja.

Dalam hal fasilitasi dan koordinasi s a dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat dil 3 (tiga) Hari
kerja, Camat melakukan p
Untuk melaksanakan pela; engaduan masyarakat

a dan prasarana.

NGGARA SPM DESA

ara SPM Desa terdiri atas:

a seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan

erangkat Desa lainnya.

Pasal 15

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
a adalah penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa.
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(2) Kepala Desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan
SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan
penyelenggaraan SPM Desa;

b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan

mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelengg;
SPM Desa kepada Bupati/Wali kota melalui

Pasal 16

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud
huruf b mempunyai tugas melak
administrasi penyelenggaraan SPM sa.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penanggung jawab ekret penyelenggaraan
SPM Desa.

(8) Sekretaris Desa sebag imaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab a a Desa.

Koalinkasl Peraturan Dess

(1) Kepala Seksi mbidangi pelayanan administrasi
i d dalam Pasal 14 huruf ¢ mempunyai
teknis pelayanan.

Pasal 18

rangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf d bertugas untuk membantu pelaksanaan
pelayanan administrasi.

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
Desa.
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Pasal 19

Pejabat Penyelenggara SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan
dan akuntabel.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

Pasal 20

(1) Bupati/Wali Kota membentuk tim teknis
SPM Desa.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pagd

dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

(8) Tim Teknis sebagaimana dimaks

tugas :

a. mengidentifikasi kewenang ati/Wali Kota yang

berkaitan dengan ministrasi yang dalam

gasan sebagian urusan

adi kewenangan Pemerintah

pelaksanaannya

kebijakan dan petunjuk umum
penyelenggaraan SPM Desa;

otaan Tim Teknis penyelenggaraan SPM Desa terdiri
i unsur-unsur instansi terkait termasuk Camat dengan
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketua.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung
jawab kepada Bupati/Wali Kota.
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Pasal 21

(1) Untuk melaksanakan SPM Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, berpedoman pada
NSPK SPM Desa.

(2) NSPK SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian y
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Dalam upaya percepatan penyelenggara
Bupati/Wali Kota menetapkan Desa yang
persyaratan sebagai Desa percontoh

(2) Persyaratan dan Desa percontohan [sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan pu Bupati/Wali
Kota.

(3) Penetapan Desa percont

ilaporkan kepada Menteri
melalui Gubernur.

(4) Menteri menetapk: tohan secara nasional.

Koalinkasl Peraturan Dess

(5) Desa percontoh. nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat ( engan Keputusan Menteri.

BAB VI
SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

akat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan

Desa.

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain:

a. memberikan informasi data yang diperlukan oleh
penyelenggara SPM Desa; dan

b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan
SPM Desa.
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BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpi
dari rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan

(1) Biaya penyelenggaraan SPM Desa dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaks

Desa.
(3) Selain biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagai
pada ayat (1), Desa menerima bantu
Pendapatan dan Belanja Negara, An
dan Belanja Daerah  Provinsi, Angg
Belanja Daerah Kabupaten/Kotasdan s
dan tidak mengikat.

apatan dan
ain yang sah

PENGAWASAN

25

r Jenderal Bina Pemerintahan Desa

/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan
adap pelaksanaan SPM Desa di wilayahnya.

amat melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan
SPM Desa di wilayahnya.
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Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mencakup antara lain:

a. Penyelenggaraan sebagian wewenang yang pelaksanaannya
ditugaskan kepada Desa;

b. Penyelenggaraan SPM Desa; dan

c. Penyelenggaraan SPM Desa yang mudah, cepat, trans
dan akuntabel.

Pasal 27

Bupati/Wali Kota melaporkan hasil penyele
kepada Gubernur dengan tembusan M
Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Koalinkasl Peraturan Dess

(1) SPM Desa s aksud dalam Pasal 5 dilaksanakan
pada jam di luar jam kantor.
2 aan pelayanan di luar jam kantor

sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

a Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 29
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
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Diundangkan di Jakarta a
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L

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITE

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAY.

MINIMAL DESA

TARGET STANDAR PELAYANAN MI

9
o*

No

Jenis Pelayanan

Indikator

Penyediaan data
dan informasi
administrasi
kependudukan
dan pertanahan

tas Satuan

ktu .
. kerja
apaian

Tahun Pemdes

75%

5 Tahun Pemdes

terhadap
proses suatu
pelayanan
yang
memenuhi
persyaratan

75%

1 Tahun Pemdes

. Tingkat

penyelesaian
pemberian
surat
keterangan

75%

1 Tahun Pemdes

Penyederhanaan 1.
pelayanan

Penugasan
sebagian
urusan
pemerintahan
yang menjadi
wewenang
Kabupaten/
Kota kepada
Desa.

- Pemda
Kab/
Kota
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2. Tersedianya - - Pemdes
saran dan
prasarana
pelayanan

II PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. UMUM

1. Penetapan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal D
dimaksudkan agar:
a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat g

dekat dengan sasaran;
b. Semakin kecil rantai birokrasi yang ha ¢
oleh masyarakat dalam pelaksanaan an

c. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapa akukan
efisiensi dan efektivitas dalam penyelénggar: pelayanan.

2. Adapun tujuan penetapan SP esa untuk:
per

a. Mendorong dan menunj atan pelayanan kepada

masyarakat;

b. Memberikan pela n a masyarakat sesuai
kewenanganny

c. Mendorong tu melakukan kontrol terhadap
inerj me sa di bidang pelayanan publik;

an pendayagunaan oleh masyarakat secara

ingkup penyelenggaraan SPM Desa meliputi:
enyediaan data dan informasi dalam administrasi
kependudukan dan pertanahan,;

. Pemberian surat keterangan dari pemerintah Desa
kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu
pelayanan; dan

c. Penyederhanaan pelayanan dilakukan melalui penugasan
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
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kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada
Desa dibidang pelayanan dasar.

Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui penugasan
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada

Desa.
Penugasan kepada Desa dimaksud disesuaikan deng;

a. kemampuan Sumber Daya Manusia yang terse
Desa, dilaksanakan secara selektif, dan
sarana dan prasarana pendukung;

b. dinilai efisien dan efektif apabila dilaks

c. dilaksanakan secara selektif; dan

d. tersedianya sarana dan prasarana, yai

1) Tempat/loket pendaftaran.

2) Tempat pemasukan as

Tempat pembayar:

an pelayanan kepada masyarakat dan
is pelayanan yang akan ditugaskan serta
tandar pelayanan ditetapkan dengan Peraturan
i kota.

DIAAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
DAN PERTANAHAN

Tersedianya data dan informasi administrasi kependudukan.
a. Pengertian
Administrasi Kependudukan adalah kegiatan pencatatan
data dan informasi mengenai kependudukan pada buku
Administrasi Penduduk yaitu;

1) Buku Induk Penduduk.
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2) Buku Mutasi Penduduk.
3) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk.
4) Buku Penduduk Sementara.

5) Buku KTP-el dan Kartu Keluarga.

Buku Rekapitulasi jumlah penduduk pada setiap akhir
bulan wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati/
wali kota dalam bentuk formulir Rekapitulasi Juml

Penduduk.

. Definisi Operasional

kependudukan terutama mengena
KK dan Akta Kelahiran.

Cara Perhitungan Indik

1) Rumus

Persentasi Jun

17 Tahun ke atas atau telah menikah)
4) Satuan Indikasi: Persentasi
5) Contoh Perhitungan

90
300

x 100% = 30%

Desa A jumlah penduduk wajib KTP-el sebanyak
300 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki
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d. Rujukan

1.

KTP- el ber NIK 90 jiwa. Maka persentasi penduduk
yang telah memiliki KTP-el ber-NIK adalah Artinya
di Desa A tersebut masih terdapat penduduk yang
belum memiliki KTP-el ber-NIK sejumlah = 70%

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20
Peraturan Pelaksanaan Undang-Und
Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Nege

Peraturan Menteri Dalam or 47 Tahun
2016 tentang Administrasi D

Tahun 1

Triwulan 1

g administrasi penduduk, KTP-el,

lahiran, dan Kartu Keluarga,bagi

o dari target yang ditentukan sesuai

engan jumlah Kepala Keluarga di Desa
yang bersangkutan.

: Peninjauan lapangan di wilayah Dusun
untuk memotivasi dan penyuluhan
tentang administrasi penduduk, KTP-
el, akte kelahiran dan Kartu Keluarga,
bagi 25% dari target yang ditentukan
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga
di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 3 : Peninjauan lapangan di wilayah Dusun
untuk memotivasi dan penyuluhan
tentang administrasi penduduk, KTP-
el, akte kelahiran dan Kartu Keluarga,
bagi 25% dari target yang ditentukan
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sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga
di Desa yang bersangkutan.

Triwulan 4 : Peninjauan lapangan di wilayah Dusun
untuk memotivasi dan penyuluhan
tentang administrasi penduduk, KTP-
el, akte kelahiran dan Kartu Keluarga,
bagi 25% dari target yang ditentuk

2) Tahun II

Triwulan 1 : Inventarisasi atau pendats
dalam struktur:

- Usia
- Pria dan W

Triwulan data kependudukan dalam

ependudukan sesuai peraturan

dang-undangan.Perumusan
ogram validasi ditetapkan dalam
waktu 3 (tiga) bulan.

: Menyempurnakan pelaporan agar sesuai
dengan data yang akurat dan valid,
sehingga memudahkan penyusunan
program atau kegiatan dalam batas
waktu yang ditetapkan (satu bulan
sekali).

Triwulan 4 : Evaluasi.
3) Tahun III

Triwulan 1 : Menetapkan langkah-langkah untuk
pemberian KTP- el, penggantian KTP- el
dan pemberian atau penggantian Kartu
Keluarga di 25 % dari target yang
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Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 :

Triwulan 4 :

ditentukan sesuai dengan jumlah Kepala
Keluarga di Desa yang bersangkutan.

Menetapkan langkah-langkah untuk
pemberian KTP- el, penggantian KTP- el
dan pemberian atau penggantian Kartu
Keluarga di 25 % dari target ya
ditentukan sesuai dengan jumlah K
Keluarga di Desa yang bersan

Keluarga di

Menetapkan
KTP- nggantian KTP-el
atau penggantian Kartu

dan

lbarg S % dari target yang
suai dengan jumlah Kepala
ga di Desa yang bersangkutan.

ngikuti mutasi dan mobilitas penduduk
di 25 % dari target yang ditentukan
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga
di Desa yang bersangkutan.

. Mengikuti mutasi dan mobilitas penduduk

di 25 % dari target yang ditentukan
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga
di Desa yang bersangkutan.

. Mengikuti mutasi dan mobilitas penduduk

di 25 % dari target yang ditentukan
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga
di Desa yang bersangkutan.

Mengikuti mutasi dan mobilitas penduduk
di 25 % dari target yang ditentukan
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sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga
di Desa yang bersangkutan.

5) Tahun V

a) Menyampaikan data dan perkembangan data
administrasi kependudukan kepada masyarakat
dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota setiap
1 bulan 1 kali

b) Semua surat keterangan tentang admini
kependudukan harus diselesaikan dalam
hari kerja;

¢) Membuat pedoman tentang persyarata
tentang pembuatan KK dan K
dalam papan pengumuman;
d) Pembuatan surat keteran
KTP- el tidak diperkenankan

esaian surat keterangan
pada APB Desa;

i sarana dan prasarana
serta pe pelayanan; dan

tentang KK dan
pungutan,;

gan administrasi penduduk
tiap minggu atau bulan, menjadi
a bupati/wali kota.

2. Informasi Pertanahan yang akurat.

asi pertanahan adalah kegiatan pencatatan
informasi mengenai pertanahan pada Buku
inistrasi umum yaitu:

Buku Tanah di Desa.
2) Buku Tanah kas Desa.
. Definisi Operasional

Tersedianya data dan informasi pertanahan yang akurat
adalah data dan informasi yang sesuai dengan kenyataan
di lapangan baik luas tanah, peruntukan tanah maupun
kepemilikan tanah.
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c. Cara Perhitungan Indikator

Rumus

Persentasi jumlah Kepala Keluarga yang memiliki
tanah dengan bukti kepemilikan lengkap =

Jumlah KK dengan bukti kepemilikan
lengkap x 10
Jumlah KK kepemilikan tanah di desa %
Pembilang
g

Jumlah KK dengan bukti kepemili
lengkap.
Penyebut
Jumlah KK yang memiliki ah di .
Satuan Indikator Persentasi
Contoh perhitungan

Desa A dengan /jum kepala keluarga yang
memiliki tan i 500 Kepala Keluarga.
Jumlah Kep dengan bukti kepemilikan
h 200 Kepala Keluarga. Maka
epala Keluarga dengan bukti
lengkap adalah: Artinya di Desa A
terdapat Kepala Keluarga yang bukti/
tanah belum lengkap sejumlah 60%.

emerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Desa.
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e. Langkah Kegiatan

1) Tahun I

Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

2) Tahun I

Triwulan 1

: Melakukan inventarisasi pemilikan hak

Peninjauan lapangan di wilayah Dusun
untuk memotivasi dan penyuluhan tentang
pentingnya administrasi pertanahan bagi

kepentingan masyarakat dan Negara bagi
25 % dari target yang ditentukan ses
dengan jumlah Kepala Keluarga pemi

untuk memotivasi dan pen;
pentingnya administrasi

dengan jumlah K

tanah di y .

Peninja 1 an di wilayah Dusun
un penyuluhan tentang
pe istrasi pertanahan bagi

an masyarakat dan Negara bagi

% target yang ditentukan sesuai
de jumlah Kepala Keluarga pemilik
di Desa yang bersangkutan.

eninjauan lapangan di wilayah Dusun
untuk memotivasi dan penyuluhan tentang
pentingnya administrasi pertanahan bagi
kepentingan masyarakat dan Negara bagi
25 % dari target yang ditentukan sesuai
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik
tanah di Desa yang bersangkutan.

atas tanah dan peruntukannya dengan
mengumpulkan warga masyarakat
pemilik tanah di wilayah Dusun yang
bersangkutan bagi 25 % dari target
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Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan

Tahun III

Triwulan 1 :

yang ditentukan sesuai dengan jumlah
Kepala Keluarga pemilik tanah di Desa
yang bersangkutan.

Melakukan inventarisasi pemilikan hak
atas tanah dan peruntukannya dengan
mengumpulkan warga masyarak
pemilik tanah di wilayah Dusun
bersangkutan bagi 25% dari tar;
ditentukan sesuai dengan ju
Keluarga pemilik tanah di

Dusun yang
dari target yang

kan inventarisasi pemilikan hak
ah dan peruntukannya dengan
gumpulkan warga masyarakat
emilik tanah di wilayah Dusun yang
bersangkutan bagi 25 % dari target
yang ditentukan sesuai dengan jumlah
Kepala Keluarga pemilik tanah di Desa
yang bersangkutan.

Menetapkan langkah-langkah untuk
penetapan kepemilikan tanah dan batas-
batasnya (dilakukan di wilayah Dusun,
peninjauan lokasi tanah, membangun
kesepakatan kepemilikan tanah, dan
menghadirkan semua pemilik tanah),
bagi 25 % dari target yang ditentukan
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga
pemilik tanah di Desa yang bersangkutan.
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Triwulan 2 :

Triwulan 3 :

Triwulan 4 :

Menetapkan langkah-langkah untuk
penetapan kepemilikan tanah dan batas-
batasnya (dilakukan di wilayah Dusun,
peninjauan lokasi tanah, membangun
kesepakatan kepemilikan tanah, dan
menghadirkan semua pemilik tanah),
bagi 25 % dari target yang ditentuk:

penetapan kepemilikan ta
batasnya (dilakukan di
peninjauan lokasi
kesepakatan kepemilikan  tas
menghadirkan semua pemilik tanah),
bagi 25 % it g ditentukan
i jumlah Kepala Keluarga

dilakukan di wilayah Dusun,
jauan lokasi tanah, membangun
akatan kepemilikan tanah, dan
enghadirkan semua pemilik tanah),
bagi 25 % dari target yang ditentukan
sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga
pemilik tanah di Desa yang bersangkutan.

Program pelaksanaan penetapan bukti-
bukti kepemilikan dengan mengundang
tenaga ahli dan dikerjakan di wilayah
Dusun (Rancangan Keputusan Kepala
Desa tentang kepemilikan tanah), bagi
25 % dari target yang ditentukan sesuai
dengan jumlah Kepala Keluarga pemilik
tanah di Desa yang bersangkutan.
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Triwulan 2 : Program pelaksanaan penetapan bukti-
bukti kepemilikan dengan mengundang
tenaga ahli dan dikerjakan di wilayah
Dusun (Rancangan Keputusan Kepala
Desa tentang kepemilikan tanah), bagi
25 % dari target yang ditentukan sesuai
dengan jumlah Kepala Keluarga permnili
tanah di Desa yang bersangku

Triwulan 3 : Program pelaksanaan peneta
bukti kepemilikan dengan m

Triwulan 4 :

sanaan penetapan bukti-
dengan mengundang
an dikerjakan di wilayah
cangan Keputusan Kepala
ntang kepemilikan tanah), bagi
% dari target yang ditentukan sesuai
ngan jumlah Kepala Keluarga pemilik
tanah di Desa yang bersangkutan.

enyampaikan data dan perkembangan pemilik
tanah dan peruntukannya secara menyeluruh
kepada masyarakat dan pemerintah daerah dan
pemerintah;

Pemberian tanda pemilik tanah atau gambar
bukti tanah kepada masyarakat;

Surat keterangan tanah dan pemilik tanah
diselesaikan paling lama + 6 (enam) bulan;

d. Membuat pedoman tentang persyaratan-persyaratan
Administrasi tentang penetapan pemilik tanah
atau batas Desa;
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e. Tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan
kepada masyarakat;

f. Semua pembiayaan pengurusan atau penetapan
pemilik tanah menjadi beban APB Desa;

g. Pemerintah melengkapi sarana dan prasarana
pelayanan, serta menyiapkan orang yang melakukan
tugas pelayanan;

h. Koordinasi dengan instansi yang terkait d
penetapan hak perdata pertanahan; d

i. Melakukan inventarisasi dan penertiba

Surat Keterangan Penetapan mili
dan batas Desa.

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN

Pemahaman masyarakat terha pr a pelayanan

yang memenuhi persyarat
a. Pengertian

Persyaratan proses an adalah kelengkapan
proses pelayanan yang

asyarakat pemohon sesuai

asyarakat adalah pengetahuan masyarakat
1 proses pelayanan baik mengenai persyaratan
s di penuhi, mekanisme, penelusuran posisi
n, biaya dan waktu serta tata cara pengaduan
i ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus

Persentasi jumlah penduduk yang meminta surat
keterangan terhadap suatu proses pelayanan/perizinan
dengan persyaratan lengkap dalam 1 (satu) tahun
adalah:

Kodifikasi Peraturan Desa: Administrasi dan Aset Desa 123

2580 URINLRID [SeYLPOS)



Koalinkasl Peraturan Dess

Jumlah penduduk yang meminta surat

keterangan dengan persyaratan lengkap
x 100%

Jumlah penduduk yang meminta surat
keterangan
Pembilang

Jumlah penduduk yang meminta surat keter:
dengan persyaratan lengkap.

Penyebut

Jumlah penduduk yang meminta sur:
dalam 1 (satu) tahun.

Satuan indikator : Persentasi
Contoh perhitungan

Contoh : Desa A, berdasar pe aman selama
ini dalam 1 tahun rata;rata 750 surat
at keterangan di antaranya
gan yang telah lengkap
jumlah penduduk yang
dengan persyaratan lengkap
esa A. tersebut masih terdapat

keterangan. Dari 7
terdapat 150 sur:
persyaratan
meminta sura
adalah:

g minta surat keterangan untuk
ayanan belum di lengkapi dengan
ang telah di tentukan sejumlah 80%

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa.
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Triwulan 1 :

Triwulan 2 :

Triwulan 4 :

Peninjauan lapangan di lingkungan
dusun untuk memotivasi penyuluhan dan
menyebarkan informasi yang berkaitan
dengan jenis pelayanan, persyaratan
teknis, mekanisme, penelusuran posisi
dokumen, biaya dan waktu penyelesaian
perizinan dan non perizinan serta tat
cara pengaduan masyarakat ses
ketentuan peraturan peru
undangan, bagi 25% jumlah p

persyaratan
teknis me
dokum dan naskah perizinan
dan

suran posisi

an serta tata cara
masyarakat sesuai ketentuan
ndang-undangan, bagi
lah penduduk Desa yang

njauan lapangan di lingkungan
usun untuk memotivasi penyuluhan dan
menyebarkan informasi yang berkaitan
dengan jenis pelayanan, persyaratan
teknis mekanisme, penelusuran posisi
dokumen, biaya dan naskah perizinan
dan non perizinan serta tata cara
pengaduan masyarakat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, bagi
25% jumlah penduduk Desa yang
bersangkutan.

Peninjauan lapangan di lingkungan
dusun untuk memotivasi penyuluhan dan
menyebarkan informasi yang berkaitan
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2.

126

Tingkat penyelesaian pemberian surat keterang

a. Pengertian

. Definisi operasional

dengan jenis pelayanan, persyaratan
teknis mekanisme, penelusuran posisi
dokumen, biaya dan naskah perizinan
dan non perizinan serta tata cara
pengaduan masyarakat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, bagi
25% jumlah penduduk Desa y,

bersangkutan.

Pemberian surat keterangan adalah s
sebagai pengantar dari Kepala Desa
Desa yang akan menyelesaikan p
perizinan di suatu SKPD maup

Tingkat penyelesaian p
batas waktu yang

dalam menyelesaikan
ses suatu pelaksanaan
rsyaratan sesuai ketentuan

ah warga yang dilayani secara cepat

umlah warga yang mengajukan x 100%
permohonan surat keterangan
Pembilang

Jumlah warga yang di layani secaracepat karena
memenuhi persyaratan.

Penyebut

Jumlah penduduk yang mengajukan permohonan
surat keterangan.
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4) Satuan indikator : Persentasi.
5) Contoh perhitungan Contoh :

Desa A berdasarkan pengalaman selama ini rata-
rata dalam 1 tahun terdapat 200 jumlah penduduk
yang menyampaikan permohonan pembuatan surat
keterangan. Dari 200 pemohon surat keterangan di
antaranya terdapat 20 pemohon dapat di selesai

secara cepat karena telah lengkap persyarat

Maka persentasi tingkat penyelesaian pe
surat keterangan adalah: Artinya di Desag#
tingkat penyelesaian pemberian sura
baru mencapai 10% dengan tingka
termasuk kategori lambat karen
masyarakat masih rendah.

d. Rujukan

1. Undang-Undang No
Pemerintahan Daer:

3 Tahun 2014 tentang

Undang-Undang 6 Tabun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemeri r 43 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang Nomor 6

ahun terakhir dengan tingkat penyelesaian cepat
dan tingkat penyelesaian lambat;

Pelaksanaan pemberian surat keterangan;

Klasifikasi pemberian surat keterangan dengan tingkat
cepat dan lambat;

Rekapitulasi jumlah surat keterangan yang diterbitkan;
Respon terhadap pengaduan masyarakat; dan

Evaluasi.
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PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui penugasan
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada
Desa.

Penugasan kepada Desa disesuaikan dengan:

a. Kemampuan sumber daya manusia yang tersedi
Desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedi
sarana dan prasarana pendukung;

b. Dinilai efisien dan efektif apabila dil
Desa;

c. Dilaksanakan secara selektif; dan

d. Tersedianya sarana dan prasar:

Persyaratan penetapan Desa-Desa yang dib

untuk melaksanakan pelaya

penetapan jenis pelayan

an penugasan
nan k asyarakat dan
ang akan ditugaskan serta

apkan dengan peraturan

dar pelayanan meliputi:

. Jenis pelayanan;
. Persyaratan pelayanan,;
Proses/prosedur pelayanan;

d. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
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Petugas pelayanan;

Waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan

. Biaya pelayanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

\’é@

q
o).
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SALINAN

PERATURAN MENTERI D

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TENTAN

PENGELOLAAN DESA

Y

MAHA ESA,

MENTERI D PUBLIK INDONESIA,

melaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tela
diubah dengan Peraturan Pemerintah No
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pera

Peraturan Pelaksanaan Undang-Und
6 tahun 2014 tentang Desa (Len

Anggaran Pe Belanja Negara
epublik Indonesia Tahun
ahan Lembaran Negara

Koalinkasl Peraturan Dess

engan Peraturan Pemerintah
hun 2015 tentang Perubahan
ran Pemerintah Nomor 60 Tahun
ntang Dana Desa Yang Bersumber
ggaran Pendapatan dan Belanja Negara
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

etapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebu
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adal
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempa
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
yang diakui dan dihormati dalam sis
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah peny
pemerintahan dan kepentingan masy empat dalam

an Republik Indonesia.

nggafaan urusan

sistem pemerintahan Negara
3. Pemerintah Desa adalah al a atau yang disebut
dengan nama lain dib T Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemeri
atau yang disebut dengan

endapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau

Hak lainnya yang sah.

elolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai

ari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan

dan pengendalian aset Desa.

7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis
untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang
milik desa.

5
=
5
5
:
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8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa.

9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan
tugas dan fungsi.

10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara ti
langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggar
pemerintahan desa dan tidak mengubah status ki

11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak

12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan
Pemerintah Desa dengan Pemeri
Lembaga Kemasyarakatan Desa di pat dalam
jangka waktu tertentu tanpa men i

13. Kerjasama pemanfaatan ad pem aset Desa oleh

pihak lain dalam jang a tertentu dalam rangka

14. manfaatan Barang Milik

Kodinkasl Peraturan Desa
s
S
g
3
=
3
:
é.
:

lain dengan cara mendirikan
berikut fasilitasnya, kemudian
lain tersebut dalam jangka waktu

yang disepakati.
. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan

aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua
aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa.
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18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset
Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan
kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang,
Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Des
Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan
Desa yang dilakukan antara pemerintah desa deng;
lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.

Penjualan adalah pemindahtanganan aset
pihak lain dengan menerima penggantian
uang.

Penyertaan Modal Pemerintah Desa ada
aset Desa yang semula merupakan ke an yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaa ahkan untuk
diperhitungkan sebagai mo dalam BUMDesa.
Penatausahaan adalah r i tan yang di lakukan
meliputi pembukuan, i pelaporan aset Desa
sesuai dengan ket

Pelaporan adal eterangan berupa informasi
terkait dengan
Penilaian proses kegiatan pengukuran yang

/fakta yang objektif dan relevan dengan
etode/teknis tertentu untuk memperoleh

sa dan/atau untuk kepentingan sosial.
entarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa

dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
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Pasal 2

(1) Jenis aset desa terdiri atas:
a. Kekayaan asli desa;

b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBDesa;

c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumb

atau yang sejenis;
d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pe
dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh bere
ketentuan peraturan undang-undang;

e. Hasil kerja sama desa; dan

f. Kekayaan desa yang berasal d
sah.

(2) Kekayaan asli desa sebagaimana pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. tanah kas desa;

yang

. pasar desa;

Koalinkasl Peraturan Dess

b
c. pasar hewan;
d

. tambatan

=0

yang dikelola oleh desa;
asil pertanian;

desa;

milik desa;

mandian umum; dan

ain-lain kekayaan asli desa.
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BAB II
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengelola

akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3
Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fun
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan,

Pasal 4
(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekua pengelolaan aset
desa berwenang dan bertanggungja atas ' pengelolaan

aset desa.
(2) Kepala Desa sebagai pemeg ekuasaan pengelolaan aset
desa sebagaimana dimaks yat (1), mempunyai

wewenang dan tanggu
a. menetapkan ki ngelolaan aset desa;

b. menetap tu gelola dan petugas/pengurus
aset desa;

ebijakan pengamanan aset desa;

usul pengadaan, pemindahtanganan dan
enghapusan aset desa yang bersifat strategis
ui musyawarah desa;

aset desa sesuai batas kewenangan; dan

menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah

dan/atau bangunan.

(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat,
pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan
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desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan
milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan
aset lainnya milik desa.

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri

desa.

(6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaim
ayat (5) huruf b, berasal dari Kep

(1) Sekretaris Desa selaku ntu pengelola aset desa
sebagaimana dimaksud
berwenang dan be

Koalinkasl Peraturan Dess

a. meneliti rencana aset desa;
han pemeliharaan aset desa ;

, pemanfaatan, penghapusan dan
aset desa yang telah di setujui oleh

koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
; dan

an pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
set desa.

gas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset
desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan
lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset desa;
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(5

Pengelolaan

d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya;
dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 6

Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atal
Pemerintah Desa.

Aset desa dapat diasuransikan sesuai
desa dan dilaksanakan sesuai ketentua
undangan.
Aset desa dilarang untuk dise an kepada pihak lain
sebagai pembayaran atas
Aset desa dilarang dig; jjadikan jaminan untuk
mendapatkan pinj

perenc

nghapusan;
pemindahtanganan;
penatausahaan,;
pelaporan;
penilaian;

pembinaan;
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m. pengawasan; dan
n. Pengendalian.

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

=
&
(¢}
B
@]
g
2
a
[oN
2
oo}
3
o
°§
5
j)
5
5
[
[oN
o,
D,

Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebu
tahun.

Perencanaan kebutuhan aset desa
(satu) tahun dituangkan dalam Ren
Desa (RKPDesa) dan ditetapkan am BDesa setelah
g ada.

S

memperhatikan ketersediaan aset

Par
e
9
de ebagaimana dimaksud dalam Pasal
akan berdasarkan prinsip-prinsip

di
paran dan terbuka, bersaing, adil/tidak
akuntabel.

Koalinkasl Peraturan Dess

Pengadaan

(1)

alikota dengan berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 10

(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun
dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 11

(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam
7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak diper:
langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemesi
Desa.

(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagai
pada ayat (1), berupa:
a. sewa,

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan;

d. bangun guna serah at serah guna.
(3) Pemanfaatan aset des bagai dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dal T an .
12

d berupa sewa sebagaimana dimaksud
yat (2) huruf a, tidak mengubah status
desa.

na 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

et desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang

ang-kurangnya memuat:

. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

. objek perjanjian sewa;

. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan
jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
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(1)

(2)

(3

)

Koalinkasl Peraturan Dess

e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagai
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dil
antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah D
serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat
untuk tanah, bangunan dan aset berg
bermotor.

Jangka waktu pinjam pakai aset d

paling lama 7 (tujuh)

Pinjam pakai aset desa di berdasarkan perjanjian
t

a. perjanjian;

b. ang yang dipinjamkan;

C.

d. injam atas biaya operasional dan

a jangka waktu peminjaman;
wajiban para pihak;

ada: luar kemampuan para pihak (force majeure);

rsyaratan lain yang di anggap perlu.

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan

g.
@ Pasal 14
)

142

dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan

b. meningkatkan pendapatan desa.
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(2

Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/
atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada aya
kewajiban, antara lain:

a.

g.

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan,
dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah
dan bangunan tersebut;

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil
menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang
objek kerjasama pemanfaatan;

membayar kontribusi tetap setiap S

waktu pengoperasian yang telah ditetapkan pembagian
keuntungan hasil Kerja Sama anfaatan melalui
rekening Kas Desa;

membayar semua biaya per
kerja sama pemanf:

an dan pelaksanaan

dan kewajiban para pihak;
nyelesaian perselisihan;
keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
dan

peninjauan pelaksanaan perjanjian.
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(1)

2

)

)

144

Pasal 15

Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana

dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah

dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penye
bangunan dan fasilitas tersebut.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat

jangka waktu pengoperasian memiliki ke

lain:

a. membayar kontribusi ke rekenis
tahun;dan

setiap

b. memelihara objek bangun gur atau bangun

serah guna.

Kontribusi sebagaimana pada ayat (2) huruf a,
besarannya ditetapk hasil perhitungan tim
yang dibentuk oleh aerah Kabupaten/Kota.

Pihak lain seb imaksud pada ayat (1) dilarang
an, atau memindahtangankan
k bangun guna serah atau bangun

Pasal 16

Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah
guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat
diperpanjang.

Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah
guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih
dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala
Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
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(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun
serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui
Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal
14.

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan

berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek bangun guna serah; Q

c. jangka waktu bangun para pihak yang ter
perjanjian;

d. penyelesaian perselisihan; o

e. keadaan diluar kemampuan para (fo jeure);

dan

f. persyaratan lain yang di ap

g. Bangunan dan fasilitas menjadi bagian hasil
dari pelaksanaan bangun serah atau bangun

ngan Izin Mendirikan
emerintah Desa.

17

e a pemanfaatan, bangun guna serah
atau bang na sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 da aksanakan setelah mendapat ijin tertulis

Pasal 18

anfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal
erupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening
s Desa.

2580 URINLRID [SeYLPOS)
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Paragraf Kelima
Pengamanan

Pasal 19

(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangk
Desa.

(2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meli
a. administrasi antara lain pembukuan, in

pelaporan dan penyimpanan dokumen

b. fisik untuk mencegah terjadinya penuru

d. selain tanah dan ban an sebag ana dimaksud
pada huruf c dilakuk:
pemeliharaan; dan

an cara penyimpanan dan

e. pengamanan h lain dengan melengkapi

bukti status
(3) Biaya Peng: sa sebagaimana dimaksud pada
da APBDesa.

Koalinkasl Peraturan Dess

aragraf Keenam
Pemeliharaan

Pasal 20

emeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
sal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.
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Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 21

(1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan
aset desa dari buku data inventaris desa.

t

(2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pad
(1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadiny

lain:

a. beralih kepemilikan;
b. pemusnahan; atau
c. sebab lain.

(8) Penghapusan aset desa yang beralih ke ili ebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g,

a. pemindahtanganan atas

sa kepada pihak lain;

b. putusan pengadilan erkekuatan hukum

tetap.
c. Desa yang kehi sebagai akibat dari putusan
e da huruf b, wajib menghapus

set milik desa.

atkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar
netapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

nghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
a. hilang;

b. kecurian; dan

c. terbakar;
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Pasal 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan
Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Pasal 23

(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dim
Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupas

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapk:
Kepala Desa.

Pasal 24

diha; sebagai dampak
penggantinya diserahkan
a sebagai pendapatan

(1) Aset milik desa yang de
pembangunan seperti wa
kepada pemerintah
daerah.

(2) Aset milik de ng digabung sebagai dampak

uk, uang penggantinya menjadi

angka penataan desa, aset desa yang desa-nya
ous menjadi milik desa yang digabung.

Paragraf Kedelapan
Pemindahtanganan

Pasal 25

(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
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a. tukar menukar;
b. penjualan;
c. penyertaan modal Pemerintah Desa.

(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa
hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan
modal.

Pasal 26

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dale

ayat (1) huruf b, apabila:

a. Aset desa tidak memiliki nilai manf:
ekonomis dalam mendukung penyelen, aan ntahan
Desa;

b. Aset desa berupa tanaman t ternak yang
dikelola oleh Pemerintahan seperti pohon jati, meranti,
bambu, sapi, kambing

Penjualan aset sebagai i ud pada huruf a dan

bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan
Desa tentang Penjualan;

g hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan
e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan
asli desa;

Pasal 27

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan
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dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan
kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa
Tanah Kas Desa.

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 28

(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaann
diatur pada Pasal 10 harus diinventaris
inventaris aset desa dan diberi kodefikasi

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ur dalam

pedoman umum mengenai kodefikasi asetfdesa.

Paragraf uluh
Penilai

Pemerintah Daer: Kota bersama Pemerintah Desa

melakukan inven si penilaian aset Desa sesuai ketentuan
gan.

Pasal 30

esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Pasal 31

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa,
Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang
Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal
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22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah
menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
a terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum,;

b. bukan untuk kepentingan umum; d
c. tanah kas desa selain untu

epen umum dan
bukan untuk kepentingan m

B4

an Umum

33
et a berupa tanah untuk pembangunan

mum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
sesuai dengan ketentuan peraturan

ukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan

besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan

desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan

tenaga penilai;

. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap
tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa
uang,
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c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada
huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti
yang senilai;

d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c
diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di De
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d,
pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamats

(1) Tukar menukar tanah milik desa sebg
dalam Pasal 33 dilakukan dengan

a. Kepala Desa menyampaikan sura
terkait hasil Musyawarah

Kodinkasl Peraturan Desa
g

Bupati/Wali anjutnya Bupati/Walikota
ijin kepada Gubernur;

pabila lo pengganti tidak tersedia di desa
2) Apabila lok i tidak dia di d
dimaksud dalam Pasal 33 huruf e

rmil yang dituangkan dalam berita acara;

sil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana
dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur
sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud
huruf ¢, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan
dan verifikasi data;

d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya
Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar
menukar tanah milik desa.
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(1)

()

Pasal 35

Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara
materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi
calon pengganti tanah milik desa.

Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil mel
pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pem
Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menuk:
pemilik tanah yang digunakan untuk tana
aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Ka
Provinsi, serta pihak dan/atau instansi

Hasil Tinjauan lapangan dan verifika a aimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuatfdalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh para pi dan/atau instansi
terkait lainnya.

Berita Acara sebagaimana ak ada ayat (2) memuat
antara lain:

a. hasil musyawarah

b. letak, luasan, tipe tanah desa berdasarkan

ti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Walikota.
Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan
dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam
APBDesa.
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Pasal 37

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 kepada Menteri.

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum
Pasal 38

(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk p

nasional yang lebih penting dan
memperhatikan dan menyesuaika ata ruang
wilayah (RTRW).

(2) Kepentingan nasional yan
sebagaimana dimaksud p
kawasan industri dan

(3) Tukar menukar s imaksud pada ayat (1)

Kodinkasl Peraturan Desa
5
5
5
g
:
=
5

a. tukar m an setelah terjadi kesepakatan
esuai harga yang menguntungkan
nakan nilai wajar hasil perhitungan

ngganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/
atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 39

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar
Tanah milik desa;
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b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota,
Gubernur, dan persetujuan Menteri;

c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud
pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian
Kabupaten/Kota;

d. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaks

pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan k
Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaik:
kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusa
Walikota;
e. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaim:
huruf d dengan mengikutsertakan
f. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaima dimaksud

peningkatan
dak merugikan

pada huruf e melakukan peng

aset desa; dan

Hasil kajian sebagaim@na di 1d pada huruf f sebagai

an lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
t (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara
ateriill kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi
calon pengganti tanah milik desa.

Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui
pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah
Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak
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pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti,
aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
(8) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pih
dan/atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain:

a. hasil musyawarah desa;
b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah
penggunaannya; dan

c. bukti kepemilikan tanah de ar dan

penggantinya.
(5

Berita Acara sebagaimana dimaksu yat (4) sebagai
tuk menerbitkan

kepada Menteri untuk

(1) i i Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2 injauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana
pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk
rbitkan Surat Menteri.

Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

m
Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik
desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan
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tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya
terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar
ke lokasi desa setempat.

(2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektivitas
pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaks
pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud haru

dengan tanah penggantinya dan memperhatik

wajar;
b. ditetapkan dengan Peraturan Desa ten
Tanah milik desa; dan

c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud a huruf a,
ati/Walikota.

ditetapkan setelah mendapat ijin

Aset desa yang ditukar
33, Pasal 38, dan Pas

dimaksud pada Pasal
ari daftar inventaris aset
daftar inventaris aset Desa.

Pembiayaan ‘ac si'proses tukar menukar sampai dengan
penyelesai kat tanah desa pengganti sebagaimana

Pasal 45

e an lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur
am Peraturan Bupati/Walikota.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Des
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksan
pengelolaan aset desa;

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pengelolaan aset desa;

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dg
pengelolaan aset desa;

(4) Dalam melakukan pembinaan dan penge
dimaksud pada ayat (3) Bupati/Wali
kepada Camat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

engelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan

dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang
dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,
tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri ini.

Koalinkasl Peraturan Dess

47

Dalam ran, tertib administrasi pengelolaan aset

desa, pe kan pada APBDesa.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihib
kepemilikannya kepada Desa.

(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecu
sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(8) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Peme
berskala lokal Desa yang dihibahkan
aset Desa yang dikembalikan kepad
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaks
ketentuan Peraturan Perundang-Und

suai dengan

ngenai aset desa wajib menyesuaikan
yan Peraturan Menteri ini paling lambat
pada Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Ketentuan ya

Pasal 51

i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
uran Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
egara Republik Indonesia.
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Tentang Penyusun

Dr. DADANG SUWANDA,

Jenderal Pengawasa
Departemen Keuangan
Perwakilan B Provinsi Sumatera Barat,
Perwakilan vinsi Jawa Barat, dan

ip kan pada Inspektorat
Dalam Negeri sejak
ai Auditor Ahli Madya serta
Kepala Bagian Administrasi
Kepala Bagian Umum, Kepala
Hasil Pengawasan serta terakhir

berbagai jabatan s
dan Tata Usahs

sebagai pejabat ‘e menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah
pula diperban anl pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf

p di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit
an Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan
narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat
nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan
Publik Kementerian PAN RB pada tahun 2019. Sejak tahun
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Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

2019 sampai sekarang menjadi Staf Ahli Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Sejak tahun 2003 sampai sekarang sering menjadi saksi ahli
di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi terkait tindak pidana
korupsi (Tipikor) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).
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No Judul Penerbit
Strategi Mendapatkan Opini WTP
1
Laporan Keuangan Pemda
2 Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang
Milik Daerah
Panduan Praktis Implementasi
3 | Penyelenggaraan SPIP Pemerintah
Daerah
Menyusun Standard Operati
4 | Procedurs Lembaga Peméri PPM Jakarta 2014
Berbasis SPIP
5 PPM Jakarta 2014
PT Remaja
6 . Rosdakarya September
an [ 2014
% Bandung
. ]
Berpedoman SAP Berbasis PPM Jakarta 2015
Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi RP(-)rsggkn; ajaa Juni
L Pemerintah Daerah Y 2015
Bandung
Lambert
Factors Affecting Quality Of Local Ifuc;ﬁ;:?r]‘c Juli
Government’s Financial Statements g 2015
Saabrucken
Germany
10 Dasar-Dasar Akuntansi Akrual PT Ghalia Maret
Pemerintah Daerah Indonesia 2016
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No Judul Penerbit Tahun
11 Penguatan Pengawasan DPRD untuk Rpc-)rsgglr:e]a a]aa Maret
Pemerintahan Daerah yang Efektif Y 2016
Bandung
Optimalisasi Fungsi Penganggaran PT Remaja Mei
12 |DPRD dalam Penyusunan PERDA Rosdakarya 2016
APBD Bandung
Peningkatan Fungsi DPRD dalam PT Remaja
13 Penyusunan Perda yang Responsif Rosdalarya
Y yang resp Bandung
Peran Pengawasan DPRD Terhadap
14 | LKP] dan LPP APBD/LKPD Audited
Serta TLHP BPK
15 Panduan Penerapan Reviu Laporan Februari
Keuangan Pemerintah Daerah 2017
Panduan Penerapan Kebijakan
16 Akuntansi Akrual Pemerint lia Bogor 2017
17 Reviu Rencana Kerja Rpc-)l-ssslr(?a ajaa Januari
Pemerintah Daer: Y 2018
Bandung
PT Remaja Mei
Rosdakarya
2019
Bandung
PT Remaja
Rosdakarya September
2019
Bandung
ual Aplikasi Sistem Informasi PT Remaja November
euangan Daerah Berbasis Akrual Rosdakarya 2019
(e-KEUDA) Bandung
PT Remaja Januari
Forum Konsultasi Publik Rosdakarya
2020
Bandung
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24

Teknis Penyusunan Komponen
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rosdakarya

No Judul Penerbit Tahun
PT Remaja .
. . . Januari
22 |Sistem Informasi Pelayanan Publik Rosdakarya
2020
Bandung
23 Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Isgsggkn; ajaa Februag
Daerah Berbasis Akrual Yy 20
Bandung
PT Remaja

25

Panduan Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD)

Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan

September

26 |Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) 2020
27 Panduan Teknik Aplikasi RPJSEaekn; ajz Desember
Informasi Barang E-KE Y 2020
Bandung
Mal Pelayana PT Remaja .
. . Januari
28 |peningkatan si Layanan Rosdakarya
2021
Bandung
PT Remaja Pebruari
dar Pelayanan Publik | Rosdakarya
2021
Bandung
PT Remaja Asustus
RPIMD dan Restra SKPD Rosdakarya &
2021
Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja
. November
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rosdakarya
2021
Kewenangan Desa Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja November
32 | Pembangunan Desa serta Pengadaan Rosdakarya
2021
Barang dan Jasa Desa Bandung
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Publikasi Jurnal Internasional yang Ditulis

No Judul Issue Publisher Index Website
1 | Factors Affecting | Volume | Jurnal The https://www.
Quality of Local | 6 No 4 | International iiste.
Government Tahun Institute org/Journals/
Financial 2015 of Science, index. php/
Statement To Technology 015 RIFA/ article/
Get Unqualified and view/19978
Opinion (WTP) of Education
Audit Board of (IISTE)
the Republic of
Indonesia (BPK)
2 | Regional Volume | International
Performance 7, Issue | Jounal of
Allowances 4, April | Economics,
Instrument 2019 Commerce
Improving and
Performance Management
of Government (DECM),
Employees United
Kingdom
3 | Integrated Career | Volume | International http://www.
Pattern Hope of | 8, Issue ijstr.org/paper-
Bureaucration In | 05 May ' references.
The Future 2019 Scopus | php?ref=IJSTR-
0419-20153
4 | The Effect http://www.
of Sectoral ijstr. org/
Econlomic On pafper-
mployment : references.
Absporgtion and Te;nndeks php?ref=IISTR-
Poverty Level COpusS | 0120-27987
In The West
International http://www.
Journal of ) ijstr. org/
Scientific & Terindeks | paper-
Technology Scopus | references.
Research php?ref=IISTR-
(13STR) 1219-26368
International http://www.
Journal of ijsrp. org/
Scientic and research-
he Future Research 015 paper- 0620.
s a Democracy publication php?rp=
setherment P10210 090
Requitment in Hcitation
Indonesia
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7 | The Fiscal Volume | Jurnal http://jurnal.
Capacity of The 12, Bina Praja kemendagri.
Autonomous Nomor | Research and go.id/index.
Region (DOB) 1, Mei | Development php/ jbp/

In Increasing 2020 Agency Sinta 2 article/
Economic Minister of view/681
Growth and Home Affairs

Eradication of Republic of

The Poor Indonesia

8 | Decentralization | Volume | Journal of
of Fiscall 12, Advanced
Asymmetric Issue Research in .
for Community No 06, | Dynamical Terindeks
Well Being: 2020 and Control Scopus
Evidence From Systems
Aceh Propince,

Indonesia

9 | Risk Volume | Ayer Journal
Management 27
Solution in Local | No 3
Government Tahun
Financial 2020
Management

10 | Regional Oceanide http://
Government a oceanidenetne.
Management net/indek.
Control in The php/o/article/
Implementation view/68
of Risk
Governance

11 | Performance http://www.
Model of scimagojr.
Auditors and Scopus com/
Supervisors in 02 journalsearch/
the Inspe y php?q=2720&
Governm tip=

sid&clean=0
Jurnal WWW.
of Asian koreascience.
Finance, or.kr/article/
Economics Scopus | JAKO2021005
and Business 2 69475376.
view?orgld=
kodisa
Jurnal Ilmiah http://
plementation Universitas ji.unbari.ac.id/
of Performance- Batanghari index.php/
Based Budgeting | 2021 Jambi ilmiah/article/
Through A Sinta 4 view/1576
money Follow
Program in
Impressing
Budget
Corruption
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14 | Kepemimpinan Volume | Jurnal Ilmiah http://
dalam 21 No Universitas ji.unbari.ac.id/
Peningkatan 3 tahun | Batanghari . index.php/
Kualitas 2021 | Jambi Sinta4 | jimiah/article/
Pelayanan Publik view/1751
di Daerah

Publikasi Prosiding yang Ditulis
No Judul

The effect of asset management to increase the local gover

1 financial reports (2015, Universiti Selangor Malaysia).
Fiscal reform (taxation) on local government and the
2 administrative duties (2015, 1st APG/Asian Public g

forum on local finance management — OECD/
for Economic Co-operation and Developm

Publikasi Artikel Nasional
No

ik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa,
ksi online, http://deteksionline.com, November 2017.

roblematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, Media
online Harnas News. http://harnasnews.com. Desember 2017

Lampu Kuning Keuangan Pemerintah Daerah, Opini koran Tempo
8 Februari 2021. https://koran.tempo.co/read/462159/lampu-
kuning-keuangan-pemerintahan-daerah
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